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INTISARI 
M. Nur Fadholul Hijjah S, Nomor Induk E12111252, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan 
Kebersihan Di Kota Makassar" Di bawah bimbingan Dr. Nurlina, M.Si 
sebagai pembimbing I dan A. Lukman Irwan, M.Si sebagai pembimbing 
II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
implementasi kebijakan kebersihan di kota Makassar dan faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis 
secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun 
dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari 
situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung 
dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan 
berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan kebersihan di Kota Makassar telah berjalan dari pengumpulan 
dengan sistem komunal dan langsung, pengangkutan yang diambil langsung 
pihak kecamatan serta kelurahan hingga pembuangan ke TPA. Adapun 
faktor pendukung koordinasi dan komunikasi antar instansi serta inovasi 
pengelolaan sampah adapun faktor penghambat yaitu penegakan aturan, 
sarana dan prasarana serta masyarakat. 
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ABSTRACT 
M. Nur Fadholul Hijjah S, ID Number E12111252, Study Program of 
Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University, Making thesis titled "Implementation of 
cleanliness Policy in city Makassar" Under the guidance of Dr. Nurlina, 
M.Si as first preceptor and A. Lukman Irwan, M.Si as second preceptor. 
This study aims to identify and analyze the Implementation of 
cleanliness Policy in city Makassar and factors affecting anything what the 
policy implementation. Qualitative analysis technique that analyzes data 
based on words that are arranged in the form of expanded text. The analyzed 
data is the data of circumstances or events that occur in the field and is also 
supported with the help of primary data derived from interviews, the 
questions, the responses of the informants and literature study based on the 
indicators specified in the study. 
Based on the results of the research show that Implementation of 
cleanliness Policy in city Makassar has been running, than gatherer with 
system communal  and direct, haulage taken directly kecamatan and 
kelurahan until disposal to landfill, The factors supporting is coordination and 
communication among agencies as well trash management innovation while 
factor inhibiting is enforcement, infrastructure and communities.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Permasalahan tentang kebersihan, hampir di setiap Kota besar 
yang ada di Indonesia mengalami hal yang sama terkait pengelolaan 
kebersihan. Upaya pemerintah untuk menciptakan Kota yang bersih, 
asri, aman dan nyaman untuk ditempati menimbulkan visi yang 
menekankan aspek Kebersihan, keindahan dan kerapian kota yang 
dikenal dengan istilah 3K. 
Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam 
menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. 
Kebersihan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk 
diantaranya, debu, sampah, bau, virus, dan bahan kimia berbahaya.  
Kondisi kebersihan yang dihadapi oleh pemerintah merupakan 
kondisi yang kompleks, karena banyaknya karakter atau perilaku 
masyarakat yang beragam. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih 
perlu penanganan khusus terhadap permasalahan sampah. Adanya 
sampah yang berserakan di tempat umum harus dibarengi dengan 
perilaku setiap orang dalam memperlakukan sampah sehingga mampu 
membuat kota menjadi bersih.  
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Setiap orang Akan menghasilkan sampah baik itu berupa 
sampah biologis manusia (feses), sampah rumah tangga dan sampah 
dari pabrik. Jika tidak mampu mengatasi maka Akan terjadi 
penumpukan sampah yang berakibat buruk bagi kesehatan dan 
lingkungan. 
Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik Akan 
mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau 
membuang sembarangan ke kawasan terbuka Akan mengakibatkan 
pencemaran tanah yang juga Akan berdampak ke saluran air tanah. 
Demikian juga pembakaran sampah Akan mengakibatkan 
pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai Akan 
mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. 
(Sicular, 1989). 
Kota Makassar, sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan. Dari 
aspek pembangunan dan infrastruktur, tergolong salah satu kota 
metropolitan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penduduk Kota Makassar pada 
tahun 2014 berjumlah 1.429.242. Peningkatan jumlah penduduk 
berakibat langsung pada peningkatan sampah, Jika tidak mampu 
ditangani Oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan Akan 
menimbulkan masalah besar bagi kebersihan Kota Makassar. 
3 
 
Dari peraturan pemerintah tentang sampah, Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar adalah organisasi pemerintah yang 
bertanggung jawab untuk menciptakan kebersihan Kota Makassar. 
Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Makassar sehingga memiliki kewenangan, 
salah satunya dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan Kota 
Makassar. 
Penumpukan sampah yang ada di Makassar berakibat 
meningkatnya  tumpukan sampah yang diangkut dan dibuang ke TPA. 
Menurut data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tahun 2012, 
bahwa setiap hari ada sekitar 400-700 ton sampah yang di antar ke 
TPA tamangapa dan sampai pada Oktober 2011 terdapat 15.302.215 
ton sampah di TPA tamangapa Makassar. Dampak dari timbunan 
sampah ini berupa bau yang tidak sedap dan mengganggu 
kenyamanan yang ada di sekitar TPA.  
Permasalahan kebersihan/sampah di Kota Makassar masih 
terus ada bahkan meningkat Berdasarkan data yang ada tahun 2014 
pada Sub. Bagian Pengaduan di Bagian Humas Sekretariat Kota 
Makassar, jumlah aduan pada bulan April, 6 diantaranya terkait 
kebersihan. Sedangkan di bulan Mei, 9 diantaranya terkait masalah 
kebersihan. Pada bulan Juni pengaduan tentang kebersihan 
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mengalami peningkatan menjadi 13 aduan (Humas Kota Makassar, 
2014).  
Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang 
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat 
Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa 
pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan 
sampah dan menciptakan Kebersihan. Hal itu membawa konsekuensi 
hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan 
bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah dan mewujudkan 
kebersihan meskipun secara operasional pengelolaannya dapat 
bermitra dengan badan usaha. 
Melalui Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah di Indonesia, Undang-undang ini mengatur 
tentang pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan 
penyelenggaraannya. UU ini ditindaklanjuti dengan PP No. 81 tahun 
2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga, sehingga di Makassar dibuat peraturan daerah 
Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah 
Melalui aturan Otonomi Daerah hal ini yang menjadikan setiap 
daerah di Indonesia berwenang untuk mengurus dan mengelola 
kebijakan terkhusus persoalan sampah di daerahnya masing-masing. 
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Makassar membuat beberapa program untuk mengatasi masalah 
persampahan, salah satunya dikenal dengan sebutan Makassar tidak 
rantasa (MTR). 
Program ini mulai diperkenalkan di depan warga Kota Makassar 
pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014. Program Makassar Tidak 
Rantasa merupakan Program yang mengatur tentang tata kebersihan 
Kota dimulai dari kesadaran semua warga untuk mengedepankan 
aspek kebersihan dan sebagai Revolusi mental bagi warga Makassar. 
Makassar tidak rantasa merupakan salah satu program 
gebrakan Walikota Makassar dengan gerakan membersihkan Kota 
Makassar, hal ini sebenarnya sangat diharapkan sebagai upaya 
bersama warga Kota Makassar untuk menegakkan siri atau rasa malu 
sebagai warga kota Makassar yang tidak rantasa atau dengan kata 
lain warga yang tidak jorok. 
Untuk mendukung program Kebersihan di Makassar dibutuhkan 
sarana dan prasarana dalam mewadahi setiap sampah yang 
ditimbulkan oleh warga, dari armada pengangkutan sampah sampai 
penyediaan tempat sampah umum Mulai dari pengumpulan, 
pengangkutan, sampai ke tempat pembuangan akhir. Sementara itu, 
teknis pelayanan komunal dan Individu yang diterapkan di Makassar, 
dimana penduduk memasukkan langsung sampah ke kontainer atau 
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gerobak yang kemudian diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA. 
(Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar) 
dari penjelasan di atas, penulis ingin lebih jauh mengetahui 
tentang penanganan sampah di Kota Makassar yang erat kaitannya 
dengan Kebersihan, sejauh mana pelaksanaan pengelolaan 
persampahan melihat dari fasilitas penyediaan prasarana dan sarana 
pengelolaan sampah serta transportasi pengangkut sampah dalam 
penerapan program Makassar tidak rantasa dalam bidang Kebersihan 
oleh karena itu penulis ingin mengangkat sebuah judul "Implementasi 
Kebijakan Kebersihan di Kota Makassar" 
 
1.2  Rumusan masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam 
penanganan kebersihan di Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan kebersihan di Kota Makassar? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
1. Untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
dalam penanganan kebersihan di Kota Makassar.. 
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan kebersihan di Makassar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 
Kebijakan kebersihan di Kota Makassar, serta dapat digunakan 
untuk kaum akademisi yang sedang dan yang ingin menggeluti 
lebih jauh program studi ilmu pemerintahan. 
2. Manfaat Pragmatis 
Penulis berharap agar kiranya hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan informasi-informasi tentang 
implementasi kebijakan Kebersihan di Kota Makassar. Dengan 
kata lain membantu masyarakat atau pihak organisasi-
organisasi yang membutuhkan untuk segera menyadari betapa 
pentingnya sebuah kebijakan harus diimplemtasikan 
sebagaimana mestinya yang tentu dengan pengawasan dari 
semua pihak. 
3. Manfaat Metodologis 
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan 
memberikan nilai tambah yang selanjutnya dapat 
dikoordinasikan dengan penelitian lainnya, khususnya yang 
sedang dan Akan mengkaji kebijakan Kebersihan di Kota 
Makassar 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Konsep Implementasi 
Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis 
menghilangkan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat, 
karena otonomi yang dijalankan bukan otonomi tanpa batas. 
Pemerintah pusat dalam kerangka otonomi masih melakukan 
pembinaan wilayah. Pembinaan wilayah dapat diartikan bagaimana 
mengelola dan mengerahkan segala potensi wilayah, aturan yang 
diimplemntasikan di daerah terkonsep sebagai suatu proses, dan 
dipandang sebagai bagian atau salah satu tahap dari proses besar 
bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan. 
Secara etimologis pengertian implementasi “Konsep 
implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam 
kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to 
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” 
Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement 
berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan 
sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 
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akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk 
menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, 
peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat 
oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 
(Dunn, 2014:148). 
Sementara Budi Winarno (2002), yang menyatakan bahwa 
implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan 
individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan kebijaksanaan sebelumnya. 
Implementasi kebijakan yang dijelaskan di atas lebih mengarah 
terhadap undang-udang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang 
harus menjangkau ke individu-individu baik itu pemerintah maupun 
pihak swasta sehingga dalam penerapanya tepat pada tujuan-tujuan 
yang diinginkan. 
Sedangkan, Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995; 11) dalam 
buku Subarsono (2006; 13), bahwa:  
“Implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan 
kebijakan supaya mencapai hasil.” 
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Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian 
dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin 
Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa,  
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi 
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 
merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang 
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 
maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian”. 
 
 
Implementasi kebijakan yang sedang berjalan Akan 
menimbulkan hasil dari proses yang berjalan, dimana dalam proses itu 
banyak faktor yang mempengaruhi saat penerapannya. Faktor ini yang 
berperan dalam penentuan hasil baik karakteristik kebijakan yang 
diimplentasikan ataupun aktor-aktor yang ada di dalamnya   
Lebih jauh Van Meter dan Van Horn (The policy Implementation 
process 1975), seperti dikutip oleh Budi Winarno mengemukakan 
pengertian implementasi sebagai berikut: 
 
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun 
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 
sebelumnya” 
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Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan 
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan sebelumnya. 
 
Menurut teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang 
dikutip oleh Subarsono dalam buku Analisis Kebijakan Publik: Konsep, 
Teori, dan Aplikasi, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja 
implementasi, yakni: 
 
1. Standard dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran 
kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. 
Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka Akan 
terjadi multiinterprestasi dan mudah menimbulkan konflik di 
antara para agen implementasi. 
2. Sumber daya Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber 
daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun 
sember daya non-manusia (non-human resources). 
3. Hubungan antar organisasi Dalam banyak program, 
implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 
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dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 
kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 
4. Karakteristik agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik agen 
pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, 
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang 
semuanya itu Akan mempengaruhi implementasi suatu program 
kebijakan. 
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi Variabel ini mencakup 
sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 
implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni 
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang 
ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung 
implementasi kebijakan. 
6. Disposisi implementor (sikap para pelaksana atau implementor) 
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, 
yakni; (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan 
mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) 
kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) 
intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang 
dimiliki oleh implementor 
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2.2 Konsep Kebijakan 
Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya 
yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005; 7), bahwa:  
“Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip 
untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara 
terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu” 
 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
“Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang 
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan Cara bertindak (tentang 
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, 
prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 
mencapai sasaran” (anwar, 2003:227). 
 
 
Penjelasan di atas dapat diartikan kebijakan yang dibuat 
mengarah ke konsep yang telah ada sehingga tidak keluar dari koridor 
yang telah dibuat sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. 
Abiding (2002; 193) menyatakan bahwa secara umum suatu. 
Kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila 
mengandung beberapa elemen, yaitu  
Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk 
mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap 
baik apabila tujuannya: 
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1. Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal 
yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung 
yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak 
mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap 
kebijakan nasional. 
2. Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut 
kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari 
banyak pihak. 
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu 
realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan 
tingkat validitas suatu kebijakan. 
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana 
suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada 
informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa. 
Menurut Thomas R. Dye dalam buku Inu Kencana (2013; 141) 
 "Whatever governments choose to do or not to do, artinya 
kebijakan negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik 
melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. jadi kalau 
melakukan sesuatu menjadi keputusan maka tidak melakukan apa 
sama sekali juga keputusan, karena pemerintah sebagai pihak yang 
memiliki kekuasaan (karena membawahi polisi, militer, jaksa, dan 
berbagai pemegang dan ketertiban ) dapat saja mencegah segala 
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sesuatu seperti kebakaran, pencurian, perjudian, dan berbagai 
kriminalitas, dan apa bila hanya diam akan dianggap sengaja 
melindunginya untuk maksud materialistis." 
Konsep kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah 
berkualitas sebagaimana yang dijelaskan di atas, karena pemerintah 
memegang kekuasaan dalam mengatur suatu wilayah.  Sehingga 
dibutuhkan unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam 
prosesnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
Menurut Anderson “Kebijakan merupakan arah tindakan yang 
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah 
aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan” 
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut 
Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan 
perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa 
yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga 
membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan 
keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara 
berbagai alternatif yang ada. 
Pada prinsipnya, Implementasi kebijakan adalah cara agar 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan 
kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 
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kebijakan atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 
kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang 
atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan 
kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan 
pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan 
antara lain: Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan 
Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll. 
(Dwijowijoto, R.N,2004: 158-160). 
 
2.3 Konsep kebersihan  
Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan merupakan 
keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, 
bau, virus, dan bahan kimia berbahaya. Sedangkan kebersihan 
lingkungan adalah usaha manusia buat menjaga lingkungannya 
segala kotoran sehingga mewujudkan dan melestarikan kehidupan 
yang sehat dan nyaman dimulai dari tempat tinggal, tempat bekerja 
dan berbagai sarana umum yang harus dijaga kebersihannya, tetapi 
tingkat kebersihan suatu wilayah berbeda-beda dilihat dari kegiatan 
yang dilakukan misalkan kebersihan di rumah berbeda dengan 
kebersihan di ruang bedah yang ada di rumah sakit. 
Untuk menimbulkan kebersihan di suatu wilayah diperlukan 
penanganan khusus terhadap permasalahan sampah. 
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2.3.1 Program Makassar Tidak Rantasa 
Kondisi kebersihan yang dihadapi oleh pemerintah merupakan 
masalah yang kompleks, karena banyaknya karakter atau perilaku 
masyarakat yang beragam. Karena kompleksitas kebersihan yang 
dihadapi maka pemerintah, khususnya pemerintah kota Makassar 
membuat program yang dikenal dengan Gerakan Makassar Tidak 
Rantasa (GMTR). 
Makassar tidak rantasa merupakan salah satu program 
gebrakan Walikota Makassar dengan gerakan membersihkan Kota 
Makassar, hal ini sebenarnya sangat diharapkan sebagai upaya 
bersama warga Kota Makassar untuk menegakkan siri‟  atau rasa 
malu sebagai warga kota Makassar yang tidak rantasa‟  atau dengan 
kata lain warga yang tidak jorok. 
Gerakan Makassar Tidak Rantasa (GMTR) tidak hanya sekedar 
program, namun kegiatan ini justru menunjukkan wujud dalam 
pemberian kesadaran dalam mengubah pola pikir dan berperan 
melawan kejorokan, khususnya di kota Makassar. 
Kemudian dalam ruang lingkup program MTR khususnya di 
kota Makassar dapat dikelompokkan dalam 3 masalah utama yakni: 
sampah, kemacetan dan kanal jorok. 
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Pelaksanaan program MTR khususnya yang berkaitan dengan 
pengelolaan sampah maka kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Makassar adalah meningkatkan peran serta masyarakat yang 
dilakukan melalui cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong. 
Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Makassar dengan adanya program MTR yang dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah Kota Makassar memberikan perintah agar Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar wajib membersihkan 
ketika mendapati sampah, dimana untuk Dinas Kebersihan 
untuk lebih memaksimalkan fungsi 
2. Memberikan tugas kepada Lurah untuk melakukan sosialisasi 
MTR ke rumah-rumah melalui brosur-brosur sebelum aksi-aksi 
bersama. 
3. Pemberian sanksi denda kepada masyarakat untuk 
pelanggaran membuang sampah sembarangan, dimana sanksi 
Perda kepada masyarakat ditetapkan sebesar Rp. 5 juta untuk 
pelanggaran masyarakat yang sembarang membuang sampah. 
4. Sampah yang dihasilkan rumah tangga masyarakat hanya bisa 
dikeluarkan pada malam hari mulai pukul 20.00 hingga pukul 
21.00 Wita, dan pemberlakuan aturan ini dimulai sejak tanggal 
18 Agustus 2014. 
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2.3.2 Tinjauan tentang sampah 
Menurut Undang-Undang Penanganan Sampah Nomor 18 
Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 
manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan 
Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah 
sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau 
sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak 
terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Dari batasan ini jelas 
bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena 
sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip 
sebagai berikut: 
1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat 
2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan 
manusia 
3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 
2003) 
 
a. Sumber sampah  
Menurut Undang-undang Penanganan Sampah Nomor 18 
Tahun 2008 menyatakan Sumber sampah adalah asal timbulan 
sampah.  
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1. Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes) 
Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil 
kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti 
sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas 
pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-
pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, 
daun-daunan dari kebun atau taman 
2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum 
Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, 
tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan 
sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan 
sebagainya. 
3. Sampah yang berasal dari perkantoran  
Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, 
perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah 
ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. 
Umumnya sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar 
(rubbish). 
4. sampah yang berasal dari jalan raya 
Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, umumnya terdiri 
dari: kertas kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, 
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sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-
daunan, plastic, dan sebagainya. 
5. Sampah yang berasal dari industri (industrial wastes) 
Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah 
yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang 
berasal dari proses produksi, misalnya: sampah-sampah barang, 
logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya. 
6. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan  
Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian 
misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, 
ranting kayu yang patah, dan sebagainya. 
7. Sampah yang berasal dari pertambangan 
Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya 
tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, maisalnya: 
batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), 
dan sebagainya. 
8. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan 
Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, 
berupa: kotoran kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai 
binatang, dan sebagainya (Notoatmojo, 2003). 
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b. Jenis-jenis sampah 
1. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya 
a. Sampah anorganik 
Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat 
membusuk, misalnya logam/besi, pecahan gelas, plastik dan 
sebagainya. 
b. Sampah organik 
Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat 
membusuk, misalnya: sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan 
dan sebagainya. 
2. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar 
a. Sampah yang mudah terbakar, misalnya: kertas, karet, kayu, 
plastik, kain bekas dan sebagainya. 
b. Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-kaleng 
bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya 
(Notoatmodjo, 2003). 
3. Sampah berdasarkan karakteristiknya 
a. Abu (Ashes) Merupakan sisa pembakaran dari bahan yang 
mudah terbakar, baik di rumah, di Kantor maupun industri. 
b. Sampah Jalanan (Street Sweeping) Berasal dari pembersihan 
jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-
daunan. 
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c. Bangkai Binatang (Dead Animal) Yaitu bangkai binatang yang 
mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan. 
d. Sampah pemukiman (Household refuse) Yaitu sampah 
campuran yang berasal dari daerah perumahan. 
e. Bangkai Kendaraan (Abandoned vehicles) Yang termasuk jenis 
sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal 
laut dan alat transportasi lainnya. 
f. Sampah industry Terdiri dari sampah padat yang berasal dari 
industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan industri 
lainnya. 
g. Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (Demolotion 
waste) Yaitu sampah yang berasal dari perombakan 
gedung/bangunan. 
h. Sampah dari daerah pembangunan Yaitu sampah yang berasal 
dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan 
gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah batu-
batuan, potongan kayu, alat perekat, kertas dan lain-lain. 
i. Sampah Padat Pada Air Buangan (Sewage Solid) Sampah 
yang terdiri dari benda yang umumnya zat organik hasil 
saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air 
buangan. 
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j. Sampah Khusus Yaitu sampah yang memerlukan penanganan 
khusus dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, 
zat radioaktif dan zat yang toksis. (Mukono, 2006) 
 
2.4. Pewadahan, Pengumpulan dan Pemindahan Sampah 
2.4.1 Pewadahan 
Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah 
sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Wadah 
sampah individual umumnya ditempatkan di muka rumah atau 
bangunan lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di 
tempat terbuka yang mudah diakses. Sampah diwadahi sehingga 
memudahkan dalam pengangkutannya. Idealnya jenis wadah 
disesuaikan dengan jenis sampah yang akan dikelola agar 
memudahkan dalam penanganan berikutnya, khususnya dalam upaya 
daur-ulang.  
Di Indonesia dikenal pola pewadahan sampah individual dan 
komunal. Wadah individual adalah wadah yang hanya menerima 
sampah dari sebuah rumah, atau sebuah bangunan, sedang wadah 
komunal memungkinkan sampah yang ditampung berasal dari 
beberapa rumah atau dari beberapa bangunan. Pewadahan dimulai 
dengan pemilahan baik untuk pewadahan individual maupun komunal, 
dan sebaiknya disesuaikan dengan jenis sampah. 
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2.4.2 Pengumpulan 
Jenis Pengumpulan sampah 
Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah 
dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk 
diangkut ke (1) tempat pembuangan sementara atau ke (2) 
pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) langsung ke tempat 
pembuangan atau pemerosesan akhir tanpa melalui proses 
pemindahan. Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah 
mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemerosesan akhir atau 
ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
secara langsung (door to door), atau secara tidak langsung (dengan 
menggunakan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat 
Penampungan Sementara (TPS), dengan penjelasan sebagai berikut: 
 
1. Secara Langsung (door to door): Pada sistem ini proses 
pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan 
bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber akan diambil, 
dikumpulkan dan langsung diangkut ke tempat pemrosesan, 
atau ke tempat pembuangan akhir. 
2. Secara Tidak Langsung (Communal): Pada sistem ini, sebelum 
diangkut ke tempat pemerosesan, atau ke tempat pembuangan 
akhir, sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan 
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dahulu oleh sarana pengumpul seperti dalam gerobak tangan 
(hand cart) dan diangkut ke TPS. Dalam hal ini, TPS dapat pula 
berfungsi sebagai lokasi pemrosesan skala kawasan guna 
mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke 
pemerosesan akhir. 
 
2.4.3 Pemindahan Sampah  
Pemindahan sampah merupakan tahapan untuk memindahkan 
sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa 
ke tempat pemrosesan atau ke pembuangan akhir. Lokasi 
pemindahan sampah hendaknya memudahkan bagi sarana 
pengumpul dan pengangkut sampah untuk masuk dan keluar dari 
lokasi pemindahan, dan tidak jauh dari sumber sampah. Pemerosesan 
sampah atau pemilahan sampah dapat dilakuykan di lokasi ini, 
sehingga sarana ini dapat berfungsi sebagai lokasi pemerosesan 
tingkat kawasan. Pemindahan sampah dilakukan oleh petugas 
kebersihan, yang dapat dilakukan secara manual atau mekanik, atau 
kombinasi misalnya pengisian kontainer dilakukan secara manual oleh 
petugas pengumpul, sedangkan pengangkutan kontainer ke atas truk 
dilakukan secara mekanis (load haul). 
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2.5. Pengelolaan sampah  
Menurut Undang-undang Penanganan Sampah Nomor 18 
Tahun 2008, Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada 
pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan 
paradigma baru pengelolaan sampah.  
Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya 
yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, 
untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan Baku industri. 
Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang 
komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang 
berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk 
sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian 
dikembalikan ke media lingkungan secara aman. 
 Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut 
dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. 
Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan 
kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan 
sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 
pengolahan, dan pemrosesan akhir. 
1. Wewenang pemerintah 
Seperti yang di sebutkan dalam perda No. 4 Tahun 2011 yaitu: 
Bab IV Tugas Dan Wewenang dalam Pasal 6 
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(1) Tugas Pemerintah kota sebagaimana dimaksud pasal 5 
terdiri atas; 
a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam pengelolaan sampah; 
b. Melakukan penelitian, pengembangan tehnologi 
pengurangan dan penanganan sampah; 
c. Menfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya 
pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah; 
d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan 
menfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana 
pengelolaan sampah; 
e. Menfasilitasi penerapan tehnologi spesifik yang 
berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi 
dan menangani sampah; 
f. Mendorong dan menfasilitasi pengembangan manfaat 
hasil pengelolaan persampahan; 
g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan 
dalam pengelolaan persampahan. 
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, 
Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasaja berupa : 
a. Tempat pembuangan sampah sementara; 
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b. Tempat pembuangan sampah akhir; 
c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah 
sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; 
d. Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan 
di jalan jalan umum yang dipandang perlu. 
 
BAB VI 
PENYELENGGARAN PENGELOLAN SAMPAH 
Bagian kesatu  
Perencanaan 
1. Pemerintah Kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan 
sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana 
kerja tahunan SKPD. 
2. Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. target pengurangan sampah; 
b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan 
penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan 
TPA 
c. polah pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan 
partisipasi masyarakat; 
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d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh 
pemerintah Kota dan masyarakat 
e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah 
lingkungan dalam memenuhi kebutuhan menggunakan ulang, 
mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.  
Bagian Kedua 
Pelaksanaan  
Pasal 11 
1. Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara 
pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan/atau 
pemanfaatan kembali sampah. 
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan 
a. pemanfaatan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan 
bahan produk ramah lingkungan dan pelaku usaha; dan 
b. fasilitas pada masyarakat dan dunia usaha dalam 
mengembangkan hasil produk daur ulang dan guna ulang 
sampah. 
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Pasal 12 
Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara 
a. Pemilahan; 
b. Pengumpulan; 
c. Pengangkutan; 
d. Pengelolaan; 
e. Pemprosesan akhir sampah. 
Pasal 13 
1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, memilah 
sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah 
2, Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik 
dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, 
kawasan komersial, kawasan industri, khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. 
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Pasal 14 
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b 
dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah 
tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin 
terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. 
Pasal 15 
1. Pengangkutan sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 12 huruf 
c dilakukan dengan Cara: 
a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab 
lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW; 
b. Sampar dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung Jawab 
pemerintah Kota; 
c. Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan 
industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke 
TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola 
kawasan 
d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya 
dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA 
menjadi tanggung jawab pemerintah Kota 
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2. Pelaksanaan pengangkutan sampah. Sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis 
sampah. 
3. Alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, 
kesehatan lingkungan kenyamanan dan kebersihan. 
Pasal 16 
1. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, 
dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah 
sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA. 
2. Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. 
Pasal 17 
Pemerosotan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil 
pengelolaan kemedia lingkungan secara aman. 
Pasal 18 
1. Pemerintah Kota menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan 
kebutuhan 
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2. Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah yang aman dan 
ramah lingkungan. 
3. Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan tata ruang Kota 
Pasal 19 
1. Pemerintah Kota memfasilitasi pengelolaan kawasan untuk 
menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan 
industri dan kawasan khusus. 
2. Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi persyaratan tehnis sistem pengelolaan sampah yang 
aman dan ramah lingkungan. 
3. Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan rencana tata ruang kawasan. 
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Kerangka Konseptual 
Implementasi Kebijakan Kebersihan Di Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
 kerangka konsep 
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Pengumpulan 
Pembuangan Ke TPA 
 
Perda kota Makassar No 4 tahun 2011 
tentang pengelolaan sampah 
Faktor Pendukung 
 Koordinasi dan komunikasi antar instansi 
 Inovasi pengelolaan sampah 
 
Faktor Penghambat 
 Penegakan aturan 
 Sarana dan prasarana 
 Masyarakat 
36 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
1.1 Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul yang telah ditetapkan yakni, Implementasi 
Kebijakan Kebersihan di Kota Makassar maka penelitian Akan 
dilakukan di Kota Makassar 
Jenis penelitian yang Akan digunakan adalah deskriptif dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat 
diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati dari orang-orang yang diteliti (Bogdan dan Taylor dalam 
Moleong, 2010: 4). 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat 
menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai implementasi 
kebijakan kebersihan di Kota Makassar  
Metode lainnya yang Akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi (observation), wawancara (interview), analisis 
dokumen (document analysist).  
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1.2 Dasar dan Tipe Penelitian 
Sesuai dengan judul yang telah ditetapkan yakni, Implementasi 
Kebijakan Kebersihan di Kota Makassar maka penelitian Akan 
dilakukan di Kota Makassar 
Jenis penelitian yang Akan digunakan adalah deskriptif dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat 
diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati dari orang-orang yang diteliti (Bogdan dan Taylor dalam 
Moleong, 2010: 4). 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat 
menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai implementasi 
kebijakan kebersihan di Kota Makassar  
Metode lainnya yang Akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi (observation), wawancara (interview), analisis 
dokumen (document analysist).  
1.3 Subjek dan Informan Penelitian 
Subjek penelitian ini Akan difokuskan terhadap implementasi 
kebijakan kebersihan di Kota Makassar, maka dari itu peneliti 
menggunakan metode Purposive Sampling sehingga di pilih informan 
yang terlibat dalam implementasi kebijakan kebersihan, adapun 
informan yang akan di teliti adalah sebagai berikut: 
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- kepala bagian pengembangan partisipasi masyarakat Dinas 
pertamanan dan kebersihan Kota Makassar 
- Kepala bagian kebersihan kecamatan Makassar 
- Kepala bagian kebersihan kecamatan Tallo 
- Petugas transportasi sampah 
- Masyarakat 
1.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang 
Akan diteliti, dalam hal ini adalah informan. Dimana peneliti 
terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diteliti 
melalui observasi (observation). Untuk pengumpulan datanya 
digunakan instrumen penelitian, yaitu peneliti itu sendiri. Di 
mana peneliti menyusun pedoman wawancara untuk melakukan 
wawancara mendalam (indepth interview) terhadap 
informannya. Sumber datanya pun dapat diperoleh dari: (1) 
Masyarakat (2) Pemerintah (3) Unsur lain yang benar-benar 
mengetahui, memahami, dan terlibat dan (4) studi media untuk 
memberikan informasi terbaru akan penelitian. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau 
institusi tertentu.  
Teknik Pengumpulan Data 
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Pada penelitian ini ada beberapa teknik yang Akan digunakan 
yaitu: 
1. Observasi (Observation), yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan 
melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang 
diselidiki. 
2. Indepth Interview (wawancara mendalam). Yaitu merupakan 
percakapan dengan maksud tertentu dengan menggunakan 
pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun 
sebelumnya dan melakukan pendalaman pada masalah-
masalah terkait. Jenis wawancara yang digunakan adalah 
wawancara terstruktur (Structured Interview) dan wawancara 
semi-struktur (Semi-Structured Interview). 
3. Dokumen (Document Analysis). Adalah metode studi literatur 
terkait mengenai fokus penelitian. Dikumpulkan dari berbagai 
sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. 
4. Filed Note atau catatan lapangan, merupakan suatu bentuk 
laporan yang ditulis oleh peneliti selama di lapangan, seperti 
coretan, curahan pikiran, maupun pengalaman selama meneliti 
di tempat tersebut. 
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1.5 Analisis Data 
Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini adalah analisis 
dan interpretatif kualitatif (John W. Creswell, 2009: 274-284), yang 
prosesnya berjalan sebagai berikut: 
1. Mempersiapkan data dari data field note, transkrip wawancara, 
dan analisis dokumen. 
2. Membaca keseluruhan data secara seksama, teliti, dan 
berulang-ulang. 
3. Coding Data (mengcoding data). Yaitu memberi kode-kode 
pada data dengan proses sebagai berikut: 
a. Baca transkrip hati-hati. 
b. Tulis makna dasar dari satu transkrip atau data yang 
dibaca. Buat semacam catatan kecil. 
c. Buat daftar topik dari catatan tersebut. Terdiri dari 
beberapa topik yang kemudian dikelompokkan. 
d. Kembali membaca dengan topik-topik tersebut. 
e. Buat hubungan dari topik-topik tersebut. Lalu 
kelompokkan topik yang memiliki kesamaan. 
4. Masukkan data pada setiap coding yang ada. 
5. Menganalisa semua hal dari topi-topik yang telah 
dikelompokkan kemudian membuat tema-tema dari topik-topik 
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yang dipilih. Ini yang kemudian dijadikan sub-judul dalam Bab 
hasil penelitian. 
6. Pendekatan Naratif. Gambarkan keseluruhan data dan 
interpretasi peneliti dalam bentuk narasi. Dilengkapi dengan 
referensi kutipan dan konsep atau teori terkait dengan hasil 
penelitian. 
1.6 Definisi operasional 
Definisi operasional dimaksudkan untuk menterjemahkan 
konsep dari masalah atau tujuan penelitian ke dalam bahasa yang 
sedemikian rupa dalam bentuk yang lebih kongkret, sehingga lebih 
mudah diteliti dan datanya dapat dikumpulkan 
Berdasarkan judul yang telah ditetapkan sebagai topik, maka 
penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut 
1. Implementasi kebijakan merupakan cara atau proses agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan 
2. Kebersihan dalam hal ini merupakan keadaan bebas dari 
kotoran, yang dimana kebersihan perlu penanganan khusus 
terhadap permasalahan sampah 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang dimaksudkan dalam 
penulisan proposal penelitian ini adalah hal-hal yang dapat 
mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan 
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4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah menjadi acuan aturan yang dipake dalam 
penelitian. 
5. Makassar tidak rantasa (MTR) merupakan salah satu program 
kebersihan yang dikeluarkan walikota untuk sama-sama 
membersihkan kota Makassar 
6. Pengangkutan sampah terbagi menjadi 2 (dua) 
1. Secara Langsung (door to door): Pada sistem ini proses 
pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan 
bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber akan diambil, 
dikumpulkan dan langsung diangkut ke tempat pemrosesan, 
atau ke tempat pembuangan akhir. 
2. Secara Tidak Langsung (Communal): Pada sistem ini, 
sebelum diangkut ke tempat pemerosesan, atau ke tempat 
pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber akan 
dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti dalam 
gerobak tangan (hand cart) dan diangkut ke TPS. Dalam hal ini, 
TPS dapat pula berfungsi sebagai lokasi pemrosesan skala 
kawasan guna mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut 
ke pemrosesan akhir. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menjabarkan profil lokasi penelitian 
dan penjelasan hasil penelitian.  
4.1 Profil Kota Makassar 
4.1.1 Sejarah Makassar 
Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab 
Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai 
salah satu daerah taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja 
Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah 
tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan Kota Makassar. Ia 
memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, 
mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat 
seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. 
Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang 
dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota 
terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan 
perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke 
Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya 
VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. 
Masjid di Makassar (1910-1934). 
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Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa 
meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah 
tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih 
tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar 
menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja 
dalam perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas 
yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua 
keistemewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo 
yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan 
Awalul Islam, Raja Tallo). 
Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin 
kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik 
monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda 
melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri 
Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda 
Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang 
mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai 
rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan 
mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang 
dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan 
dengan terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya. 
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Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom 
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, 
sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822. 
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar 
diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Tanggal 31 Agustus 1971 Nama Kota Makassar berubah 
menjadi Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar 
dimekarkan dari 21 Km2 menjadi 115,87 Km2, terdiri dari 11 wilayah 
kecamatan, 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. 
Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa, 
Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.  
Pada masa jabatan Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar 
dikembalikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 
1999 tentang Perubahan Nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi 
Kota Makassar. Dalam konsideran perubahan tersebut disebutkan 
46 
 
bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang 
dengan mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan 
dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 1999, bahwa perubahan Nama daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  
Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi 
Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari 
semua elemen masyarakat Kota Makassar mulai dari Budayawan, 
Pemerintah, dan Masyarakat yang mengadakan penelusuran dan 
pengkajian sejarah Makassar. 
Kota Makassar biasa juga disebut Kota Daeng atau Kota 
Anging Mamiri. Daeng adalah salah satu gelar dalam strata atau 
tingkat masyarakat di Makassar atau di Sulawesi Selatan pada 
umumnya, Daeng dapat pula diartikan “kakak”. Ada tiga klasifikasi 
“Daeng”, yaitu: Nama gelar, panggilan penghormatan, dan panggilan 
umum. Sedang Anging Mamiri artinya “angin bertiup” adalah salah 
satu lagu asli daerah Makassar ciptaan Borra Daeng Ngirate yang 
sangat populer pada tahun 1960-an. 
Wilayah Kota Makassar 175,77 km2, maka batas – batas 
wilayahnya berubah, sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan Kabupaten 
Maros. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
dan Kabupaten Gowa. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
dan Kabupaten Takalar. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Adapun nama – nama Kepala Pemerintahan Kota Makassar 
sebagai berikut: 
a. Sampara Dg. Lili (1951-1952) 
b. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957) 
c. M. Junus Dg. Mile (1957-1959) 
d. Latif Dg. Massikki (1959-1962) 
e. H. Arupala (1962-1965) 
f. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976) 
g. Kol. Abustam (1976-1982) 
h. Kol. Jancy Raib (1982-1988) 
i. Kol. Suwahyo (1988-1993) 
j. H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999) 
k. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004) 
l. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - 2008) 
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m. Ir. H. Andi Herry Iskandar, MSi (2008 - 2009)  
n. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2009 - 2014) 
o. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto (2014 sampai 
Sekarang) 
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 
propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan 
Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. 
Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat 
bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang 
bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar 
merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat 
ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai. Tallo yang 
bermuara di bagian utara Kota dan sungai Jeneberang yang bermuara 
di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah 
kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat 
Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². 
Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan 
dan memiliki 143 kelurahan.  
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Tabel 4.1 
Luas wilayah, Jumlah: Kelurahan, dan Penduduk Kota Makassar 
No. Kecamatan 
Luas 
Wilayah 
Jumlah 
Kelurahan 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
1. Mariso 1,82 9 59.612 
2. Mamajang 2,25 13 65.824 
3. Tamalate 20.21 10 165.979 
4. Rappocini 9,23 10 156.427 
5. Makassar 2,52 12 67.088 
6. Ujung Pandang 2,63 10 31.365 
7. Wajo  1,99 8 38.214 
8. Bontoala 2,52 14 90.900 
9. Ujung Tanah  5,94 12 52.532 
10. Tallo  5,83 15 147.224 
11. Panakukang  17,05 11 147.659 
12. Manggala,  24,14 6 108.185 
13. Biringkanaya  48,22 7 140.691 
14. Tamalanrea. 31,85 6 97.530 
Total 175,77 143 1.370.080 
Sumber: BPS Kota Makassar 2014 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa wilayah terluas yaitu Kecamatan 
Biringkanaya 48,22 km2, sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan 
Mariso dengan luas 1,82 km2. Kota Makassar sudah menjadi Kota 
Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar 
berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan 
industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang 
dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. 
Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar 
Gambar 4.1: peta wilayah administrasi Kota Makassar  
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Secara administrasi Kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 
kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari 
permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 adalah 
1.370.080 jiwa. Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis Bugis, etnis 
Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar, etnis Bima (Nusa 
Tenggara Barat) dan lain – lain. 
Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak 
yaitu Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk 165.979 jiwa, 
berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah 
timur kabupaten Gowa, di sebelah selatan kabupaten Takalar dan di 
sebelah barat dengan Selat Makassar. Kecamatan yang paling sedikit 
penduduknya yaitu kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah 
penduduk 31.365 jiwa, terletak di pesisir bagian barat Kota Makassar 
dengan luas wilayah 2,63 km2 dengan batas wilayah sebelah utara 
berbatasan dengan kecamatan Wajo, sebelah timur berbatasan 
dengan kecamatan Bontoala dan kecamatan Makassar, sebelah 
selatan berbatasan dengan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan 
Mariso dan sebelah barat dengan Selat Makassar. 
Mayoritas penduduk Makassar beragama Islam, dalam sejarah 
perkembangan Islam Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran 
agama Islam ke Kalimantan, Philipina Selatan, NTB, dan Maluku. Kota 
Makassar disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan 
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menuju ke Tana Toraja dan daerah – daerah lainnya, juga memiliki 
potensi obyek wisata seperti: Pulau Lae – lae, Pulau Kayangan, Pulau 
Samalona, Obyek Wisata peninggalan sejarah lainnya seprti: Museum 
Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makan Syekh Yusuf, Makan Pangeran 
Dipenogoro, Makam Raja – Raja Tallo, dan lain – lain. Fasilitas 
penunjang tersedia sejumlah hotel, tempat wisata, selain itu juga 
terdapat obyek wisata Tanjung Bungan yang potensial. 
 
4.1.3 Visi dan Misi Kota Makassar 
Visi:”MEWUJUDKAN KOTA DUNIA UNTUK SEMUA, TATA 
LORONG BANGUN KOTA DUNIA” 
Misi : 
a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera 
standar dunia; 
b. Merestorasi tata ruang Kota menjadi Kota nyaman kelas 
dunia; dan 
c. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik 
kelas bebas korupsi.  
Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera 
standar dunia 
1. Menuju bebas pengangguran. 
2. Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua. 
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3. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam. 
4. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah. 
5. Sampah kita DIA tukar beras. 
6. Training keterampilan gratis dan Dana bergulir tanpa 
agunan. 
7. Rumah Kota murah untuk rakyat kecil. 
8. Hidup hijau dengan kebun kota. 
 
Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia 
1. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan 
lainnya. 
2. Bentuk badan pengendali pembangunan kota. 
3. Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-
pulau Makassar. 
4. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia. 
5. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia. 
6. Bangun biringkanal city dan delapan ikon kota baru 
lainnya. 
7. Bangun Taman tematik. 
8. Tata total lorong. 
Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas 
bebas korupsi 
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1. Menuju PAD Rp.1 Triliun 
2. Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta 
perbulan 
3. Pelayanan publik langsung ke rumah 
4. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan 
5. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu 
6. Bebas bayar internet di ruang publik kota “Makassar 
Cyber City” 
7. Bentuk Makassar Incoorporated dan Bank of Makassar 
 
4.2 Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai 
Institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang 
diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan 
inspirasi dan imajinasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi 
kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang 
penanganan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta 
pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi 
yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan 
mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu 
kapasitas dan kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien. 
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Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah dimana dalam kedudukannya merupakan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Makassar dengan: 
1. Tugas Pokok 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
mempunyai tugas pokok merumuskan, menimbang, 
mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan, penghijauan, 
tata keindahan (dekorasi), penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan 
tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA). 
2. Fungsi 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan 
umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata 
keindahan (dekorasi) Kota, penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman 
dan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA). 
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, 
pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, 
tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan 
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kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman 
dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). 
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian 
dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang 
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) 
kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, 
pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan 
Akhir Sampah (TPA). 
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, 
peningkatan peran serta masyarakat di bidang 
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) 
kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, 
pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan 
Akhir Sampah (TPA). 
e. Pelayanan perizinan pemakaman 
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 
pengurusan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 
g. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas 
h. Pembinaan unit pelaksanaan teknis 
i.  
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4.2.1 Visi dan Misi 
Visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
“Mewujudkan Kota Makassar ASRI dan NYAMAN Berkelas 
Dunia” 
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi 
Dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar sebagai berikut: 
Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
a. mengurangi laju timbulan sampah dalam rangka 
pengelolaan persampahan/ kebersihan yang 
berkelanjutan ( zero waste management) 
b. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan 
sistem pengelolaan persampahan/kebersihan dan 
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 
c. memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran 
aktif dunia usaha/swasta dalam pengelolaan 
persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH); 
d. meningkatkan kemampuan manajemen dan 
kelembagaan dalam sistem pengelolaan 
persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip good and 
cooperate governance; 
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e. meningkatkan pengawasan dan pengendalian 
penyelenggaraan persampahan/kebersihan dan 
pengelolaan (RTH); 
f. meningkatkan inovasi teknologi hijau dalam 
pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 
4.2.2 Struktur dan Uraian Tugas Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan 
A. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas pertamanan 
dan kebersihan Kota Makassar 
Fungsi 
a. Pengelolaan kesekretariatan; 
b. Pelaksana urusan kepegawaian dinas; 
c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan 
neraca SKPD 
d. Pelaksana urusan perlengkapan 
e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga 
f. Pengkordinasian perumusan program dan rencanaan 
kerja dinas pertamanan dan kebersihan  
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g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
 
B. Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas 
menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, 
mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan 
kerumahtanggaan Dinas. 
 
Fungsi 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja subbagian umum dan kepegawaian 
b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagai urusan 
ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, 
surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai 
bidang 
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas 
d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan 
pensiun 
e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas pelajar 
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f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan 
perundang undangan di bidang kepegawaian dalam 
lingkup dinas 
g. Menyiapkan bahan penyusunan standardisasi meliputi 
bidang kepegawaian, pelayanan organisasi dan 
ketatalaksanaan  
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang 
berkaitan dengan bidang kepegawaian, pelayanan, 
organisasi dan ketatalaksanaan 
i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya 
j. Melakukan koordinasi pada sekretariat korpi kota 
Makassar 
k. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota 
Korpri pada unit kerja masing-masing 
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas  
m. Melaksanakan tugas kedinasan kain yang berkaitan 
oleh atasan 
 
C. Sub Bagian Keuangan  
Subbagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan; 
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Fungsi 
a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian 
keuangan  
b. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan 
kerja perangkat daerah 
c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan 
rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen 
perencanaan anggaran (DPA) dari masing-masing 
satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan 
ke Bappeda 
d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan 
administrasi perbendaharaan di atas  
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan 
akuntabilitas kinerja instansi dari masing-masing 
satuan kerja 
f. Menyusun satuan neraca SKPD dengan melakukan 
koordinasi dengan subbagian perlengkapan 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
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D. Subbagian Perlengkapan  
Subbagian perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan 
serta mengevaluasi semua pengadaan barang. 
Fungsi 
a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian 
perlengkapan 
b. Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU) 
c. Meminta usulan rencana kebutuhan barang unit 
(RKBU)dari semua bidang dalam lingkup dinas 
pertamanan dan kebersihan 
d. Membuat rencana tahunan barang unit (RTBU) 
e. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun 
anggaran dan bahan penyusunan APBD 
f. Menerima dan meneliti semua pengadaan pada 
lingkup dinas pertamanan dan kebersihan 
g. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga 
lainnya tentang barang inventaris daerah 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
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E. Bidang Pertamanan 
Bidang pertamanan mempunyai tugas melaksanakan 
pembangunan dan pemeliharaan Taman, tata keindahan Taman 
(dekorasi) Kota serta pembibitan dan pengembangan tanaman. 
Fungsi 
 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai 
tugas pokok dan fungsinya 
b. Penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis 
pembangunan, pemeliharaan taman dan tata 
keindahan (dekorasi) kota , pembibitan dan 
pengembangan tanaman 
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
pembangunan dan pemeliharaan di bidang 
pertamanan dan tat keindahan (dekorasi) luar dan 
dalam ruangan, pembibitan dan pengembangan 
tanaman 
d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pembangunan dan pemeliharaan tanaman , serta 
penataan keindahan 
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e. Penyediaan bahan bimbingan dan pengendalian 
teknis pembibitan dan pengadaan tanaman hias dan 
pohon pelindung yang siap ditanam 
f. Pengelolaan administrasi urusan tertentu 
 
F. Seksi Pembangunan Taman 
Seksi pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan 
pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi-fungsi Taman 
Kota 
Fungsi  
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja seksi pembangunan taman 
b. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan 
pembangunan dan penetapan taman-taman kota 
c. Penyiapan program kegiatan pengembangan fungsi 
dan pengakserasian taman-taman kota 
d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pembangunan dan pengembangan taman-taman kota 
e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembangunan 
dan pengembangan taman-taman kota 
f. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dan 
pemanfaatan fungsi taman-taman kota 
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g. Penyiapan dan pelaksanaan tat keindahan (dekorasi) 
meliputi pemasangan umbul-umbul dan atau 
sejenisnya , pembuatan astifisial, rekayasa taman dan 
ornamen-ornamen keindahan kota, penaatan 
keindahan dan atau dekorasi baik di liar maupun di 
dalam ruangan dalam rangka hari-hari besar nasional, 
daerah, keagamaan, acara-acara seremoni 
kenegaraan dan daerah 
h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lan yang diberikan 
oleh atasan 
 
G. Seksi Pemeliharaan Taman 
Seksi pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan 
pemeliharaan Taman Kota, pengawasan dan pengendalian tata 
keindahan (dekorasi) Kota. 
Fungsi 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja seksi pemeliharaan taman 
b. Penyimpanan dan pelaksanaan program kegiatan 
pemeliharaan dan pengawasan taman kota 
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c. Penyiapan program pelaksanaan kegiatan 
pengembangan pertamanan dan tata keindahan 
(dekorasi) kota 
d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pelaksanaan pertamanan dan tata keindahan 
(dekorasi) kota 
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan sarana 
dan prasarana taman 
f. Melakukan kegiatan pembersihan dan perapian taman 
berupa penyapuan, pembabatan rumput , 
pemangkasan taman, penyiangan , penyisipan, 
penggantian tanaman atau peremajaan tanaman 
g. Melakukan penyiraman tanaman dan pemupukan 
secara rutin/berkala dan teratur  
h. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan ruang terbuka 
hijau dan tata keindahan (dekorasi) kota 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
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H. Seksi Pembibitan 
Seksi pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembibitan 
dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap 
ditanam. 
Fungsi 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pembibitan 
b. penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan 
pembibitan tanaman hias dan pohon pelindung 
c. penyiapan program penataan ruang-ruang pembibitan 
dan pengembangan tanaman, baik tanaman hias 
maupun pohon-pohon penghijauan 
d. melakukan pencatatan dan pelaporan atas jumlah 
produksi, jenis tanaman serta pencatatan dan 
pelaporan atas permintaan dan distribusi tanaman 
e. melakukan pengembangan bibit tanaman hias 
maupun pohon-pohon penghijauan 
f. penyiapan bibit tanaman hias dan pohon pelindung 
yang siap tanam 
g. pelaksanaan pengkoordinasian penanganan dan 
pengembangan pembibitan tanaman hias dan pohon 
penghijauan 
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h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
 
I. Bidang Penghijauan Kota 
Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kawasan penghijauan 
Kota, serta melaksanakan pengawasan dan pengusutan. 
Fungsi  
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai 
tugas pokok dan fungsinya 
b. penetapan peraturan daerah bidang penataan Ruang 
Terbuka Hijau Kota 
c. perencanaan kebutuhan dan teknik 
penanganan/pembangunan, penghijauan dan tata 
keindahan (dekorasi) kota pada kawasan dan jalur 
hijau kota 
d. perumusan standar pelaksanaan umum dan teknis 
pembangunan, pemeliharaan kawasan dan jalur hijau 
kota, dan tata keindahan (dekorasi) kota 
e. penyusunan bahan evaluasi penghijauan kota meliputi 
pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pada 
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kawasan dan jalur penghijauan kota serta kegiatan 
pengawasan dan pengusutan 
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pengawasan dan pengusutan di bidang penghijauan 
kota 
g. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan 
penanganan kerjasama pengembangan kawasan 
ruang terbuka hijau 
h. penanganan administrasi urusan tertentu 
 
J. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau 
Seksi Pembangunan Kawasan Hijau mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan 
evaluasi penanganan kawasan penghijauan Kota. 
Fungsi  
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pembangunan Kawasan Hijau 
b. perencanaan kebutuhan dan teknik 
penanganan/pembangunan, penghijauan dan tata 
keindahan (dekorasi) kota pada kawasan dan jalur 
hijau kota 
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c. pelaksanaan pendataan dan penyajian informasi 
tentang kawasan ruang terbuka hijau kota dalam 
rangka perumusan perencanaan, pelaksanaan, 
pembangunan dan pengembangan kawasan hijau 
kota 
d. merencanakan dan melaksanakan penghijauan kota, 
melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan 
penanaman tanaman penghijauan, baik yang 
dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan 
oleh masyarakat 
e. pelaksanaan dan pengkordinasian dengan instansi 
terkait terhadap penempatan atau pemasangan 
iklan/reklame atau aksesoris lainnya pada area atau 
kawasan hijau kota, baik yang dilaksanakan oleh biro 
advertising maupun penyelenggara lainnya 
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
atas penanganan penghijauan yang meliputi 
pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penanaman 
tanaman penghijauan serta pembinaan partisipasi 
masyarakat 
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g. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pengawasan dan pengusutan di bidang penghijauan 
kota 
h. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan 
penanganan kerjasama pengembangan kawasan 
ruang terbuka hijau 
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
K. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau 
Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau mempunyai tugas 
melaksanakan pemeliharaan, pembinaan dan sosialisasi, partisipasi 
dan kerjasama penanganan kawasan penghijauan Kota. 
Fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau 
b. melaksanakan pemeliharaan kawasan dan jalur 
penghijauan, dan tata keindahan kota 
c. memfasilitasi, mengakomodasi peran serta 
masyarakat dalam pemeliharaan kawasan 
penghijauan kota 
d. melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan 
kawasan penghijauan kota bersama dengan instansi 
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terkait untuk pemeliharaan dan penanganan kawasan 
penghijauan kota 
e. melakukan pemangkasan, perapihan dan penebangan 
pohon pada kawasan dan jalur hijau kota berdasarkan 
analisis dan pertimbangan, untuk kepentingan rasa 
aman, ekologis dan estetika kota 
f. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan tata 
keindahan kota 
g. melaksanakan bahan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan dalam bidang penghijauan kota 
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya 
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
L. Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
Seksi Pengawasan dan Pengusutan mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengusutan terhadap 
kegiatan yang diduga terdapat perbuatan melanggar hukum atas 
tindakan terhadap keselamatan kawasan dan jalur penghijauan Kota. 
Fungsi: 
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a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
b. melaksanakan inventarisasi Kawasan Ruang Terbuka 
Hijau yang merupakan kawasan dalam pengawasan 
dan pembinaan areal penghijauan yang berada dalam 
wilayah Kota Makassar 
c. menyusun perencanaan dan pedoman tindak lanjut 
terhadap pengawasan dan pengusutan atas 
pelanggaran terhadap keselamatan kawasan 
penghijauan 
d. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan 
monitoring terhadap kawasan dan jalur hijau binaan 
serta melaksanakan koordinasi instansi terkait untuk 
bahan pengusutan atas adanya dugaan gangguan dan 
atau pelanggaran atas kawasan penghijauan kota 
e. menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik 
untuk pemberian izin pemangkasan dan izin 
penebangan pohon pelindung 
f. mengeluarkan rekomendasi untuk pemangkasan dan 
penebangan pohon 
g. mendorong, memfasilitasi, dan memediasi peran serta 
dan tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi 
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kewajiban dan keikutsertaan terhadap penyediaan 
lahan/persil dalam rangka pengembangan kawasan 
hijau kota sebagaimana diatur dalam ketentuan dan 
peraturan yang berlaku 
h. melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga 
masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga sosial 
lainnya dalam rangka mengapresiasi tugas 
pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau 
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
M. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota 
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, 
pengembangan partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan 
penyadaran masyarakat dalam bidang teknik Penanganan 
Kebersihan/Persampahan 
Fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai 
tugas pokok dan fungsinya 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan 
teknis kelembagaan peran serta masyarakat dalam 
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penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas 
Kebersihan Kota 
c. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan peran 
serta masyarakat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan 
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota 
d. penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, 
sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Bidang 
Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota 
e. mengembangkan lokasi-lokasi percontohan peran 
serta masyarakat dalam kegiatan 
kebersihan/persampahan serta mempromosikan 
program kegiatan 3 R; kegiatan persampahan 
(penanganan daur ulang) yang berorientasi 
peningkatan sumber daya manusia, lingkungan dan 
ekonomi 
f. penanganan administrasi urusan tertentu 
 
 
N. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan. Seksi Pembinaan 
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Fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 
b. membina dan mengembangkan fungsi kelembagaan 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
c. penyiapan bahan kebijakan umum dan teknis 
penanganan lembaga masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
d. membimbing pemberdayaan lembaga masyarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
kota 
e. mengembangkan potensi kelembagaan masyarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
kota 
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
g. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
O. Seksi Pengembangan Partisipasi 
Seksi Pengembangan Partisipasi mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan dan penanganan kebersihan/persampahan Kota. 
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Fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pengembangan Partisipasi 
b. membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
kota 
c. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan 
partisipasi masyarakat dalam inovasi kreasi teknologi 
penanganan kebersihan/persampahan 
d. membimbing pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
kota 
e. mengembangkan potensi/sumber daya kreatifitas 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
f. pelaksanaan kerjasama pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan 
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya 
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
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i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan. 
 
P. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik 
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan Kota. 
Fungsi 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik 
b. penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, 
sosialisasi kebijakan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknik 
penanganan bagi penyelenggara kegiatan 
kebersihan/persampahan kota 
d. melaksanakan pembuatan dan pemasangan papan 
himbauan/baliho, brosur, leafpleat, booklet dokumen 
promosi bahan pameran dalam penyelenggaraan 
kegiatan kebersihan/persampahan kota 
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e. melaksanakan kampanye penyadaran dan motivasi 
pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan. 
 
Q. Bidang Penataan Kebersihan Kota 
Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan teknik penanganan 
kebersihan Kota, melaksanakan monitoring dan evaluasi Kebersihan 
Kota dan pemeliharaan peralatan dan alat berat. 
Fungsi  
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai 
tugas pokok dan fungsinya 
b. penyiapan bahan/data perencanaan dan perumusan 
teknik pengembangan penyelenggaraan Bidang 
Penataan Kebersihan Kota 
c. penyelenggaraan penanganan persampahan meliputi 
pengumpulan, pengangkutan, penanganan sampah 
dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 
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d. melaksanakan penataan sistem dan mekanisme 
pembersihan jalan, penanganan TPS/Kontainer dan 
penataan zona/blok/jalur pelayanan pengangkutan 
sampah 
e. penyiapan bahan perumusan standar pelayanan 
penyelenggaraan Bidang Penataan Kebersihan Kota 
f. penyiapan bahan perumusan kebutuhan sarana dan 
prasarana penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
kota 
g. melaksanakan penelitian/kajian, observasi 
pengembangan sistem penanganan 
kebersihan/persampahan 
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem 
pelaksanaan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
i. melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat 
j. Penanganan administrasi urusan tertentu. 
 
R. Seksi Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan 
Kota 
Seksi Pengembangan Teknik Penanganan Kebersihan Kota 
mempunyai tugas melaksanakan penelitian/kajian, pengembangan 
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sistem dan teknologi penanganan dalam penyelenggaraan kebersihan 
/ persampahan Kota. 
Fungss  
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pengembangan Teknik Penanganan 
Kebersihan Kota 
b. melaksanakan kajian dan perencanaan dan 
perumusan pengembangan teknik penyelenggaraan 
penanganan kebersihan/persampahan kota 
c. melaksanakan perumusan standar pelayanan 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan kota 
d. melaksanakan penelitian/kajian pengembangan sistem 
dan teknologi penanganan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
e. melaksanakan pengumpulan sampah, pengangkutan 
sampah meliputi pembersihan/penyapuan jalan, 
penanganan TPS/Kontainer dan pengangkutan 
sampah dari sumber ke TPA 
f. melaksanakan pengembangan sistem penanganan 
kebersihan/ persampahan kota 
82 
 
g. menyiapkan bahan/data sistem dan teknik 
pelaksanaan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
h. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
rencana dan program penanganan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) 
i. melaksanakan pengangkutan sampah langganan, 
sampah umum dan sampah galian dan pengangkutan 
hasil dan semua sampah sampah dalam arti luas 
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan. 
 
S. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan 
Kota 
Seksi monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota 
mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan Kota. 
Fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kebersihan Kota 
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b. melaksanakan monitoring, evaluasi penyelenggaraan 
bidang penanganan kebersihan/persampahan kota 
c. melaksanakan evaluasi sistem penanganan 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan kota 
d. mempersiapkan bahan/data hasil evaluasi sistem 
penanganan penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan kota 
e. melaksanakan koordinasi pemberian sanksi 
pelanggaran dan pemberian penghargaan terhadap 
sistem penanganan kebersihan/persampahan kota 
f. melaksanakan penertiban kebersihan/persampahan 
kota 
g. mempersiapkan bahan/data dan petunjuk 
penyelenggaraan lomba-lomba kebersihan baik tingkat 
kecamatan maupun tingkat kota 
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya 
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan 
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T. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat 
Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat mempunyai tugas 
melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian alat/peralatan dan alat 
berat yang 
 Fungsinya: 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat 
b. melaksanakan pemeliharaan peralatan/sarana 
penanganan persampahan, pertamanan / 
penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, peralatan 
penanganan pemakaman, penanganan TPA 
c. melaksanakan pemeliharaan peralatan penggunaan 
alat berat 
d. mempersiapkan alat berat untuk kebutuhan 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan kota 
e. melaksanakan koordinasi pihak terkait dalam hal 
penanganan peralatan dan alat berat 
f. melaksanakan penertiban/penataan administrasi 
penanganan pemeliharaan/pengendalian alat dan alat 
berat 
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan. 
Gambar 4.2: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar 
 
4.3 Pelaksanaan kebijakan Kebersihan di Kota Makassar 
pada setiap kebijakan pemerintah dalam dimensi pemerintahan, 
dalam kegiatan yang berlangsung secara terus menerus yang diawali 
dari isu hingga munculnya isu baru, selalu berada dalam tiga hal yaitu 
(1) perumusan; (2) implementasi; (3)evaluasi. 
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Implementasi menempatkan kebijakan dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap beberapa 
faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Hal ini dapat 
dipahami kinerja dari suatu kebijakan, isi yang berinteraksi dengan 
kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari 
lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada 
pelaksanaan kebijakan. 
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan 
yang bisa digunakan yaitu mengimplementasikan langsung dalam 
bentuk program-program atau melalaui formulasi kebijakan atau 
turunan dari kebijakan tersebut. Sehingga dalam proses pembuatan 
kebijakan sangat diperlukan informasi sebanyak-banyaknya dari 
berbagai sumber dalam perumusan kebijakan, terkait permasalahan 
kebersihan. 
Setiap orang Akan menghasilkan sampah baik itu berupa 
sampah biologis manusia (feses), sampah rumah tangga dan sampah 
dari pabrik. Jika tidak mampu mengatasi maka Akan terjadi 
penumpukan sampah yang berakibat buruk bagi kesehatan dan 
lingkungan. 
Kota Makassar, sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan. Dari 
aspek pembangunan dan infrastruktur, tergolong salah satu kota 
metropolitan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
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Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penduduk Kota Makassar pada 
tahun 2015 berjumlah 1.652.395. Peningkatan jumlah penduduk 
berakibat langsung pada peningkatan sampah, Jika tidak mampu 
ditangani Oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan Akan 
menimbulkan masalah besar bagi kebersihan Kota Makassar. 
Melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 
tentang pengelolaan sampah. salah satu mengatur tentang tugas 
pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 nomor 1 poin 
C yaitu memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya 
pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah serta di poin D 
melaksanakan pengelolaan sampah persampahan dan memfasilitasi 
penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.  
Melalui Surat Keputusan Walikota Makassar No. 
660.2/1087/Kep/V/2014 Ir.H.Moh, Ramdhan Pomanto selaku Walikota 
Makassar meluncurkan sebuah program bernama Gerakan 
Masyarakat Makassar Tidak Rantas atau biasa dikenal dengan 
singkatan Gemar MTR. Masalah kebersihan adalah masalah yang 
luas, penulis lebih mengerucutkan pada aspek pengumpulan dan 
pengangkutan sampah serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan 
kebersihan dalam penelitian ini. 
Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Tidak Rantasa 
memiliki tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak 
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rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan selalu hidup bersih. Untuk 
mencapai hal tersebut Pemerintah telah meluncurkan berbagai 
program yang terkait dengan kebersihan, seperti LISA, Mabasa, 
Mabelo, dan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa.  Keempat program ini 
telah dilaksanakan oleh semua Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW 
yang ada di Kota Makassar. 
1. LISA merupakan singkatan dari Lihat Sampah Ambil, 
bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat setiap kali 
melihat sampah di sekitar mereka untuk segera memungut 
sampah tersebut untuk kemudian dibuang ke tempat 
sampah sehingga sampah masyarakat bukan hanya 
petugas kebersihan yang mengurus tetapi dari setiap 
pribadi masing-masing. Program ini bertujuan untuk 
menanamkan kesadaran masyarakat agar senantiasa 
menciptakan kebersihan. 
2. MABASA merupakan singkatan dari Makassar bebas 
sampah istilah ini banyak kita jumpai di sudut Makassar 
yang bertujuan menciptakan Makassar bebas dari sampah. 
Program satu ini terkait dengan pengelolaan sampah untuk 
menciptakan Makassar yang bebas dari sampah. 
3. Makassar bersih lorong atau yang sering disingkat dengan 
MABELO untuk mengubah lorong-lorong yang ada di kota 
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Makassar menjadi tempat yang nyaman dan aman buat 
berkumpul bersama dengan masyarakat baik yang mudah 
dan tua. Serta menjaga kebersihan lorong-lorong yang ada 
di kota Makassar untuk lebih produktif dengan berbagai 
tanaman sehingga mampu bernilai ekonomis. 
4. Aku dan Sekolahku tidak rantasa, agar sekolah selalu hidup 
bersih dan tidak suka membuang sampah di sembarang 
tempat. Pemerintah kota menyadari bahwa salah satu 
tempat yang paling efektif dalam membudayakan hidup 
bersih adalah di sekolah baik tingkat TK, SD, SMP dan 
SMA. Para guru sejatinya mendidik siswanya agar 
memelihara kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan 
sekitarnya. Dalam menjaga kebersihan itu diawali dengan 
usia dini dan pendidikan dini. Maka dari itu Sekolah 
merupakan tempat yang paling efektif dalam menanamkan 
pentingnya hidup bersih dan sehat. 
Untuk meningkatkan kebersihan di Makassar pemerintah 
melalui Gerakan Makassar tidak rantasa membutuhkan keterlibatan 
semua elemen untuk berpartisipasi di dalamnya, hal ini diungkapkan 
oleh kepala bagian pengembangan partisipasi masyarakat Dinas 
pertamanan dan kebersihan Kota Makassar 
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“Pada saat disosialisasikan ini gerakan Makassar tidak rantasa 
di gedung CCC ditekankan bahwa untuk menyukseskan ini 
dibutuhkan semua aspek dari atas sampai bawah, dari dinas-
dinas sampai ke kecamatan kelurahan RW RT sampai ke 
lapisan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan ini”(hasil 
wawancara 12 April 2016) 
 
Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan kebijakan yang di 
keluarkan oleh daerah sudah seharusnya dikawal dari setiap elemen 
yang saling berhubungan, baik itu pemerintah dengan pemerintah, 
pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan ormas. 
Untuk itu perlu kita pahami dahulu pelaku kebijakan adalah 
mereka para pemegang otoritas atau lembaga yang karena 
otoritasnya dapat menjadi pelaku kebijakan dan mereka yang 
dikategorikan sebagai pembuat kebijakan akan tetapi mengamankan 
kebijakan serta sekaligus mereka para kelompok sasaran dalam 
berbagai karakteristik. Sehingga dalam pelaksanannya dapat 
dibedakan sesuai tugasnya masing-masing serta hubungan dengan 
pelaku kebijakan yang lain. 
Sistem administrasi pada setiap negara pada penerapan 
berbeda satu dengan yang lain walaupun secara teori menerapkan 
teori sistem di dalam pengaturannya. Keberadaan badan administrasi 
menjadi mutlak karena politik dan administrasi dalam teori sistem 
adalah saling berhubungan dan malah berinteraksi dalam sistem yang 
lebih luas. Oleh karena itu badan administrasi berkedudukan sebagai 
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agen yang menjadi bagian dari pengembangan kebijakan publik. 
Sehingga diperlukan hubungan antara yang satu dengan yang lain. 
Dari badan administrasi ini dapat dilihat hubungan kerjasama 
antara Dinas dengan kecamatan serta kelurahan merupakan hal yang 
tidak kalah penting dalam menyukseskan kebijakan kebersihan, 
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang kebersihan 
kecamatan Makassar 
“Hubungan antara dinas dan kecamatan terus bersinergi 
mengenai pengangkutan sampah yang ada di tiap-tiap 
kelurahan dan apabila tiap-tiap kelurahan melaksanakan kerja 
bakti maka kecamatan akan melaksanakan koordinasi ke dinas 
kebersihan mengenai sarana teruk sampah untuk 
pengangkutan hasil kerja bakti, sedangkan kecamatan terus 
menyediakan mobil tangkasaki untuk pengangkutan sampah 
yang telah diangkut motor fukuda yang ada di kelurahan, 
sedangkan kepada masyarakat terus melaksanakan sosialisasi 
terkait Makassar tidak rantasa”(hasil wawancara 26 April 2016)  
 
Dari penjelasan di atas menjelaskan hubungan antara Dinas 
kebersihan dengan kecamatan serta dengan kelurahan saling 
berkoordinasi dalam penanganan masalah kebersihan serta sosialisasi 
tentang gerakan Makassar tidak rantasa, adapun hasil wawancara 
dengan kepala bagian kebersihan kecamatan Tallo 
“Untuk urusan secara umum diambil alih oleh Dinas kebersihan 
misalnya loader alat berat yang urus itu Dinas untuk memakai 
itu harus koordinasi ke Dinas, untuk kelurahan terus koordinasi 
untuk pengangkutan mobil tangkasaki dan kerja bakti, 
sedangkan ke masyarakat sosialisasi MTR dan jadwal 
pengangkutan sampah” (hasil wawancara 28 April 2016) 
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Dari penjelasan pihak kecamatan mengungkapkan terjadinya 
Pola hubungan antara setiap elemen dan kerjasama antara tingkatan 
pemerintah merupakan hal yang penting untuk menunjang kesuksesan 
pelaksanaan kebijakan. Adapun beberapa kerjasama yang dijalankan 
dalam pencapaian kebersihan di Kota Makassar yaitu: 
1. kerjasama antara pemerintah merupakan hal yang penting 
melalui Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 4 tahun 
2011 tentang pengelolaan sampah menjelaskan 
pelaksanaan dan pembagian tugas tiap-tiap wilayah kerja 
untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang bisa 
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber 
daya. Melalui Surat keputusan nomor No. 
660.2/1087/Kep/V/2014 tentang pembagian wilayah bina 
satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Pembagian wilayah 
kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kepada 
wilayah kerja dan melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat agar dapat merubah polah pikir tentang 
sampah sekaligus mewujudkan terciptanya kota yang 
bersih. 
2. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah 
merupakan hal yang paling berperan karena masyarakat 
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tidak saja sebagai pelaku kebijakan atau subjek kebijakan 
akan tetapi sekaligus sebagai objek kebijakan atau menjadi 
kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Untuk mewujudkan 
Gemar MTR maka terdapat forum untuk mewadahi 
kerjasama tersebut, forum kampung bersih atau yang biasa 
disingkat dengan sebutan FORKASIH merupakan inisiator 
atau pengawas pelaksanaan kegiatan MTR di wilayahnya 
masing-masing. Forum ini merupakan kerjasama antar 
pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 
program MTR. 
3. Kerjasama antara pihak swasta merupakan bagian yang 
penting. Dimana pihak swasta merupakan salah satu 
elemen dalam menyukseskan segala kebijakan maupun 
program-program pemerintah. Dalam hal ini terdapat 
program sampah tukar beras serta pembenahan lorong 
yang dimana pihak swasta membantu dalam proses 
pelaksananya juga dalam tingkatan pengelolaan sampah 
yang ada di TPA untuk dijadikan Pupuk organik dan lain-
lain.   
Pengelolaan terhadap sampah yang dilaksanakan pemerintah 
kota Makassar melalui peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 
Tahun 2011 dan diteruskan  berbagai program penanganan sampah 
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yang banyak dikenal dengan Makassar tidak rantasa dalam 
mewujudkan Makassar yang terbebas dari sampah diperlukan 
pengelolaan sampah yang sistematis. Sebagaimana yang disebutkan 
kepala bagian pengembangan partisipasi masyarakat Dinas 
pertamanan dan kebersihan Kota Makassar, 
“Permasalahan kebersihan dapat dibagi dalam dua hal yaitu 
pengurangan dan penataan kebersihan yang berjenjang dari 
memilah sampah sampai daur ulang sampah, sedangkan untuk 
proses pengumpulan dan pengangkutan diserahkan ke 
kecamatan.” (Hasil wawancara 12 April 2016) 
 
Pernyataan yang disebutkan oleh Dinas kebersihan 
memperjelas adanya pembagian tugas dengan pihak kecamatan 
dalam proses pengelolaan kebersihan di Kota Makassar, sehingga 
saat terjadi permasalahan atau keluhan dari masyarakat dapat 
langsung dilaporkan ke kelurahan atau kecamatan dan bisa ditangani 
dengan cepat. 
Setiap kecamatan memiliki metode masing-masing dalam 
pelaksanaan kebersihan seperti yang disebutkan kepala bidang 
kebersihan kecamatan Makassar. 
“pelaksanaan kebersihan di kecamatan Makassar di kepala oleh 
kasi kebersihan dan diteruskan ke kasi kebersihan di masing-masing 
kelurahan, terdapat 64 orang anggota kebersihan memantau 14 
kelurahan di kecamatan Makassar, yang bertugas 24 jam yang dibagi 
dalam 3 shift kerja yaitu pagi, sore dan malam”(hasil wawancara 26 
April 2016)  
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Sedangkan di kecamatan Tallo seperti yang dikatakan kepala 
bagian kebersihan kecamatan Tallo. 
“Kalau di Tallo dibagi menjadi 3 zona pengangkutan yang terdiri 
dari 5 kelurahan dalam 1 zona, tim yang bertugas menyisir zonanya 
masing-masing untuk mengumpulkan sampah di pagi atau malam 
hari”(hasil wawancara 28 April 2016) 
Pembahasan di atas terdapat perbedaan dalam proses 
pelaksanaan kebersihan di tiap-tiap kecamatan. Hal ini merupakan 
kebijakan yang diterapkan di setiap kecamatan disesuaikan dengan 
kondisi wilayah yang ada serta sarana dan prasarana yang 
mendukung setiap kecamatan. 
Wilayah atau lingkungan termasuk dalam faktor yang saling 
berinteraksi yang berfokus pada kinerja kebijakan, faktor tersebut 
secara berturut-turut adalah: (1) isi kebijakan; (2) politik will; (3) 
karakteristik kelompok sasaran; dan (4) dukungan lingkungan. 
Keempat komponen ini saling bergantungan dalam implementasi 
kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibawa (1994). 
Dimensi Lingkungan yang dapat berasal dari budaya, dari 
kondisi ekonomi, sosial, hukum dan dari kondisi alam sehingga 
pengaruh dari lingkungan ini menimbulkan sistem otonomi yang 
kinerjanya dalam setiap daerah berbeda.  
Kota Makassar yang terdapat 14 kecamatan mampu 
menghasilkan jumlah sampah yang berbeda 
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Tabel 4.2 
Data jumlah volume sampah dan produksi sampah Kota 
Makassar Menurut Kecamatan  
NO Kecamatan Jumlah sampah 
yang ditangani 
Jumlah volume 
timbulan sampah 
persentase 
1. Mariso  172,33 186,16 92,57% 
2. Mamajang 201,53 205,41 98,11% 
3. Tamalate 586,04 595,72 98,38% 
4. Rappocini 477,04 445,11 107,17% 
5. Makassar 281,84 410,39 68,68% 
6. Ujung Pandang 100,75 97,47 103,37% 
7. Wajo 120,63 114,63 105,23% 
8. Bontoala 206,25 210,84 97,82% 
9. Ujung Tanah 169,91 192,44 88,29% 
10. Tallo 417,16 461,43 90,41% 
11. Panakkukang 448,96 407,05 110,30% 
12. Manggala 191,51 225,07 85,09% 
13. Biringkanaya 396,86 438,42 90,52% 
14. Tamalanrea 191,83 193,27 99,25% 
 (2) (3) (4) (5=4/3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Jumlah 3.962,63 4.183,41 94,72% 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2015 
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Dari data diatasi pada tahun 2015 jumlah timbulan sampah 
mencapai 4.183,41 m3 sedangkan yang ditangani hanya berjumlah 
3.962,63 m3 atau hanya sekitar 94,72% jumlah sampah di Kota 
Makassar, sedangkan sisanya yang berjumlah 5,38 % pada tahun 
2015 belum diatasi. Hal tersebut merupakan masalah berat yang 
dihadapi oleh Kota Makassar, terlebih lagi peningkatan jumlah sampah 
setiap tahun. 
Tabel 4.3 
Data jumlah volume sampah dan produksi sampah Kota 
Makassar  
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Jumlah Sampah 
yang ditangani 
3.520,07 3.642,56 3.776,23 4.063,10 3.962,63 
2 Jumlah Volume 
Timbulan Sampah 
3.923,52 4.057,28 4.188,26 4.494,86 4.183,41 
 Persentase 89,71% 89,78% 90,16% 90,39% 94,72% 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2015 
Data di atas memperlihatkan jumlah timbulan sampah setiap 
tahunnya lebih fluktuatif hal ini sejalan dengan peningkatan 
pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Makassar. Jumlah 
persentase penanganan sampah yang turut meningkat 
menggambarkan bahwa upaya penanganan sampah dari setiap 
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tahunnya mengalami kemajuan serta kesadaran masyarakat untuk 
mengurangi produksi sampah semakin meningkat. 
4.3.1 Pengumpulan Sampah  
Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah 
dari sumber sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan 
sampah dari sumber timbulan sampah ke tempat pengumpulan 
sementara/stasiun sekaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA).  
Setiap kecamatan memiliki metode pengumpulan yang 
berbeda-beda sesuai dengan isi peraturan daerah yang ada, hal ini 
dilakukan melihat wilayah setiap kecamatan yang tidak sama. 
Sedangkan metode pengumpulan di kecamatan Makassar seperti 
yang disebutkan kepala bidang kebersihan kecamatan Makassar 
“Pengumpulan diawali oleh penjemputan sampah dengan 
menggunakan motor fukuda yang ada di masing-masing 
kelurahan kemudian di bawah ke TPS yang sudah disediakan 
oleh kecamatan” (hasil wawancara 26 April 2016)  
Dari penjelasan tersebut  Melalui kepala bidang kebersihan 
kecamatan Makassar dan diteruskan di bidang kebersihan kelurahan 
untuk bersama-sama memantau dan melaksanakan tugas 
pengumpulan sampah yang ikut dibantu  64 orang anggota kebersihan 
terbagi atas 3 shift kerja (pagi, sore dan malam) untuk membersihkan 
sampah di kecamatan Makassar. 
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Tugas yang dibagi menjadi 3 shift ini terus berlangsung selama 
24 jam, Untuk pengumpulan sampah dimulai pukul 19.00 wita sampai 
pukul 21.00 wita. Meski terdapat jadwal yang ada petugas kebersihan 
kecamatan tetap memberikan batas toleransi dalam pengumpulan 
sampai pukul 06.00 wita pagi hari dengan mengkoordinasikan terlebih 
dahulu. 
Sedangkan pengumpulan sampah di kecamatan Tallo seperti 
yang dikatakan kepala bagian kebersihan kecamatan Tallo 
“Pengumpulan dilaksanakan di malam dan pagi hari dimana 
mobil tangkasaki menunggu di satu titik untuk mengambil 
sampah yang telah dikumpulkan oleh motor fukuda, motor 
fukuda bertugas mengumpulkan sampah di setiap kelurahan 
dari jalan poros sampai lorong-lorong.”(Hasil wawancara 28 
April 2016) 
Dalam pengumpulan di kecamatan Tallo membagi dalam 3 
(tiga) zona kerja untuk pelaksanaan kebersihan, masing-masing zona 
terbagi atas Lima kelurahan dimana diantaranya: 
a. Zona 1 : Rappokalling, Rappojawa, Wala-Walaya, Ujung 
Pandang Baru dan Tammua 
b. Zona 2 : Buloa, Tallo, Kaluku Bodoa, Pannampu dan 
Lakkang 
c. Zona 3: Lembo, Kalukuang, Suangga, Bunga Eja Beru dan 
La’latang 
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Pada dasarnya pengumpulan sampah dapat dikelompokkan 
dalam 2 pola pengumpulan 
1. Pengumpulan langsung (Individual)  
2. Pengumpulan tidak langsung (komunal) 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah. Dijelaskan bahwa pelayanan langsung 
(individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah 
yang sudah terpilah dari sumber sampah ke TPA.  
Hasil Pengumpulan sampah yang dilakukan masyarakat 
diletakkan di depan rumah atau tempat sampah di sekitar pemukiman 
rumah yang telah disediakan. Motor 3 (tiga) roda atau motor fukuda 
yang disediakan kelurahan bertugas untuk mengambil sampah yang 
telah diletakkan di depan rumah serta motor fukuda berguna untuk 
mengambil sampah yang terdapat di lorong-lorong untung kemudian 
diantar ke tempat pembuangan sementara (TPS). hal ini merupakan  
Pengumpulan sampah yang dilakukan kecamatan serta kelurahan 
yang merupakan jenis langsung (Individual). 
Dalam pelayanan tidak langsung (komunal) dijelaskan melalui 
peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. 
Pelayanan awal yaitu, pelayanan pengambilan dan pengangkutan 
sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS, 
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transferdepo dan atau transfertation sedangkan pelayanan akhir, yaitu 
pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS, 
transferdepo dan atau transfertation sampah ke TPA. Lebih 
gampangnya sistem komunal dimana masyarakat memasukkan 
langsung sampahnya ke kontainer atau mengantarkan langsung ke 
TPA.  
Penyediaan sarana tempat pembuangan sementara, baik yang 
berupa tong sampah atau kontainer yang diletakkan di beberapa 
kawasan pemukiman memudahkan masyarakat untuk datang 
membuang sampah langsung ke TPS sehingga mempermudah proses 
pengumpulan sampah. Dinas pertamanan dan kebersihan bertugas 
menangani kontainer yang di letakkan di berbagai tempat strategis, hal 
ini merupakan  Pengumpulan sampah yang dilakukan pemerintah 
yang merupakan jenis tidak langsung (komunal). 
Pada dasarnya pengumpulan sampah dapat dikelompokkan 
dalam 2 pola pengumpulan 
1) Pengumpulan langsung (Individual)  
Pola individual langsung  
Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang 
mendatangi tiap-tiap bangunan/sumber sampah (door to door) 
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dan langsung diangkut untuk dibuang di Tempat Pembuangan 
Akhir. Pola pengumpulan ini menggunakan kendaraan truck 
sampah biasa (tangkasaki), dump truck atau compactor truck. 
 
 
Pola individual tidak langsung 
 
 
Daerah yang dilayani kedua Cara tersebut di atas umumnya 
adalah lingkungan pemukiman yang sudah teratur, daerah 
pertokoan, tempat-tempat umum, jalan dan Taman.   
Transfer Depo tipe I, tipe II atau tipe III, tergantung luas daerah 
yang dilayani dan tersedianya tanah lokasi, 
2) Pengumpulan tidak langsung (komunal) 
Pola Komunal langsung 
Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing 
penghasil sampah (rumah tangga, dll.) ke tempat-tempat 
penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau 
pengumpulan/pengangkutan Sumber sampah 
Sumber 
sampah 
pengumpulan 
dan 
pengangkuta
n 
pengangkuta
n 
pembuangan 
akhir 
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langsung ke truck sampah yang mendatangi titik 
pengumpulan. 
 
 
Pola komunal tidak langsung  
Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing 
penghasil sampah (rumah tangga dll.) ke tempat-tempat yang 
telah disediakan/di tentukan (bin/tong sampah komunal) atau 
langsung ke gerobak/becak sampah yang mangkal pada titik – 
titik pengumpulan komunal.   
Petugas kebersihan dengan gerobaknya kemudian 
mengambil sampah dari tempat – tempat pengumpulan 
komunal tersebut dan dibawa ke tempat penampungan 
sementara atau transfer depo sebelum diangkut keempat 
pembuangan akhir dengan truck sampah.  
Bila tempat pengumpulan sampah tersebut berupa gerobak 
yang mangkal, petugas tinggal membawanya ke tempat 
penampungan sementara atau transfer depountuk 
dipindahkan sampahnya ke atas truck. 
Sumber 
sampah 
pengangkuta
n 
pembuangan 
akhir 
wadah 
komunal 
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Hasil penjelasan di atas menurut penulis sejalan dengan 
pandangan lineberry dalam muchsin, bahwa keberhasilan proses 
implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan aparat dalam 
menjabarkan tujuan kebijakan dalam berbagai aturan pelaksana Serta 
koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok 
sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas/badan 
pelaksana serta pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai 
tujuan. Satu dari empat elemen yang diungkapkan Lineberry sebagai 
faktor penentu implementasi kebijakan dalam kaitan dengan 
pemahaman dan interpretasi atas peraturan itu adalah terkait dengan 
kemampuan merumuskan dan menetapkan standar operasional dan 
prosedur (standard operating procedures/SOP). Konsep ini lebih 
dikenal dengan istilah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. SOP 
ini adalah merupakan panduan bagi unit organisasi yang ada dalam 
melakukan kegiatan implementasi kebijakan publik yang sedang 
dijalankan.  
 
 
Sumber 
sampah 
pengangkuta
n 
pembuangan 
akhir 
wadah 
komunal 
pengumpulan 
pemindahan 
105 
 
4.3.2 Pengangkutan Sampah 
Pengangkutan merupakan kegiatan yang dimulai dari titik 
pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA, 
metode pengangkutan serta peralatan yang digunakan tergantung dari 
pola pengumpulan yang diperlukan. 
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang 
bekerja di TPA dikatakan kepala bagian kebersihan kecamatan Tallo 
“pada malam hari Sampah dari TPS akan diangkut 
menggunakan mobil tangkasaki untuk di antar ke TPA  sesuai 
zona yang ada sedangkan kontainer yang ada akan di angkut 
mobil Amr Roll dari dinas” (Hasil wawancara 28 April 2016) 
Dari penjelasan di atas Kecamatan menyediakan mobil 
tangkasaki yang bertugas keliling di jalan poros untuk mengangkut 
sampah dan selebihnya menunggu di tempat pembuang sementara 
(TPS) untuk menunggu hasil angkutan sampah dari Motor fukuda.  jika 
mobil tangkasaki sudah penuh akan langsung dibawa ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) yang letaknya di kelurahan tamangapa 
kecamatan manggala. 
 Pengangkutan yang dilaksanakan di kecamatan Tallo pada 
malam hari dilakukan dengan menggunakan 3 mobil tangkasaki yang 
berkeliling untuk mengangkut sampah di tiap zona, dari 3 mobil ini 
dibagi menjadi 1 (mobil di tiap-tiap zona untuk bertugas. Zona 1 (satu) 
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melewati jalan Rappokaling, Korban 40.000 jiwa dan Pongtiku di zona 
2 (dua)  jalan Tengku Umur, Tinumbu, Gatot Subroto, Panampu dan 
Galangan Kapal zona 3 (tiga) jalan Sunu dan Datu Ditiro. Sedangkan 
pengangkutan di pagi hari dimulai dari jam 6 pagi untuk kemudian 
disebar di tiap-tiap zona. 
Pengangkutan berdasarkan pola pengumpulan sampah dapat 
di bagi menjadi 2 (dua) : 
1. Pengangkutan pada pengumpulan langsung (Individual) 
Pengangkutan sampah untuk pengumpulan yang digunakan 
pola Individual Langsung, kendaraan yang digunakan untuk 
pengumpulan juga langsung digunakan untuk pengangkutan ke TPA. 
Dalam perjalan kendaran langsung ke titik pengumpulan untuk 
mengangkut sampah setelah penuh dari titk pengumpulan terakhir 
dalam sekali jalan menuju TPA. 
Setelah menurunkan sampah di TPA, kemudian kembali untuk 
berangkat ke tempat berikutnya setelah selesai dari tempat yang 
pertama kemudian diantar kembali menuju ke TPA demikian 
seterusnya. 
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2. Pengangkutan pada pengumpulan Komunal 
Transfer Depo merupakan landasan container besar yang 
merupakan perlengkapan Armroll Truck. Disini gerobak tidak 
tergantung kepada datangnya truk untuk memindahkan sampah yang 
dikumpulkannya, karena container mangkal dilandasan tersebut. 
Cara ke-1 (Sistem Container yang diganti) Dari Pool, Armroll 
truck membawa container kosong menuju landasan container pertama, 
menurunkan container kosong dan mengambil container penuh secara 
hidrolis, selanjutnya menuju TPA untuk menurunkan sampah. Dari 
TPA membawa container kosong menuju landasan container ke – dua, 
menurunkan kemudian mengambil container penuh untuk dibawa ke 
TPA, selanjutnya menuju ke landasan container berikutnya demikian 
seterusnya. 
Titik-titik 
pengumpulan 1 
Tempat penyimpanan 
kendaran 
TPA 
Titik-titik 
pengumpulan 2 
Titik-titik 
pengumpulan 3 
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Cara ke–2 (Sistem Container yang dipindah)  Armroll truck 
tanpa container keluar dari pool langsung menuju lokasi container 
pertama, untuk mengambil/mengangkut container pertama  ke TPA. 
Dari TPA,  kendaraan tersebut dengan container kosong kembali 
menuju lokasi container berikutnya, menurunkan container yang 
kosong dan mengambil container yang berisi sampah untuk diangkut 
ke TPA demikian seterusnya. 
Cara ke-3 (Sistem Container yang diangkat)  Pada cara ke-3 
relatif sama dengan cara ke-2, hanya setelah container pertama 
dibawa ke TPA untuk dikosongkan kembalinya dari TPA tidak menuju 
ke lokasi landasan pertama, demikian pula container kedua dari TPA 
kembali ke landasan kedua demikian selanjutnya. Secara merata 
setiap landasan akan terjadi kekosongan container selama kegiatan 
pengangkutan dari landasan ke TPA darn kembali ke landasan yang 
sama. 
Cara ke-4 (Sistem Container Tetap)  Sistem ini biasanya untuk 
container kecil serta alat angkut berupa truck compactor. Kendaraan 
keluar dari pool langsung menuju lokasi container pertama dan 
mengambil sampahnya untuk dituangkan ke dalam truck compactor 
dari meletakkan kembali container yang kosong itu ditempatnya 
semula, kemudian kendaraan langsung menuju lokasi container kedua 
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mengambil sampahnya dan meninggalkan container dalam keadaan 
kosong dan seterusnya. 
Pada penerapan pengangkutan sampah yang dilakukan pada 
pagi dan siang hari kurang tepat, dalam sebuah kutipan di berita 
online:  
"Kita harus mengubah jam operasional pengangkutan sampah 
itu karena memang sudah tidak cocok lagi dilakukan pada pagi 
hingga sore hari dan itu mengganggu aktivitas warga, ujar Wali 
Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto” (antara news 
diakses di http://www.antarasulsel.com/berita/56986/jam-
operasional-pengangkutan-sampah-ditetapkan-malam pada 24 
Juni 2016) 
Sampah yang diangkut pada pagi sampai sore hari 
menimbulkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas di jam 
tersebut tidak jarang mobil sampah yang lewat menerbangkan sampah 
yang diangkut sehingga mengganggu kebersihan lingkungan.  
Perubahan jam yang baru diatur melalui Surat edaran jam 
operasional pengangkutan sampah hanya berlangsung sejak pukul 
20.00-24.00 Wita. Dalam sebuah kutipan di berita online: 
 "Jadi tidak ada diangkut siang hari lagi, harus malam dimulai 
jam 20.00 malam sampai jam 24.00. Justru pada malam seperti 
itu, tidak ada hambatan lagi atau kemacetan dan sudah bisa 
lancar aktivitasnya,” (antara news diakses di 
http://www.antarasulsel.com/berita/56986/jam-operasional-
pengangkutan-sampah-ditetapkan-malam pada 24 Juni 2016) 
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Dari berita ini memberikan gambaran tentang operasional 
pengangkutan sampah. Sedangkan masih ada ditemukan aktifitas 
pengambilan sampah pada pagi dan sore hari, hal ini tidak sejalan 
dengan Surat edaran yang diberlakukan. Menurut lineberry, muchsin, 
untuk mengimplementasikan kebijakan secara baik diperlukan suatu 
pengorganisasian yang baik serta koordinasi yang mencakup berbagai 
sumber dan pengeluaran serta pembagian tugas antara lembaga yang 
ada. 
Dalam hal ini dipandang bahwa yang paling penting dari 
implementasi kebijakan publik adalah bagaimana para pelaksanaan 
implementasi kebijakan menerapkan strategi-strategi tertentu dalam 
melakukan pekerjanya. Strategi yang pokok berupa kemampuan 
dalam melakukan koordinasi antar mereka, koordinasi internal secara 
horizontal, koordinasi dengan pihak luar sebagai unsur yang ikut 
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 
4.2.3 Pembuangan sampah 
Setelah melakukan pemisahan, pengumpulan dan 
pengangkutan maka pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) merupakan salah satu  bagian yang dihadapi oleh 
pemerintah Kota Makassar. Pembuangan sampah diawali dari 
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pengumpulan, pengangkutan hingga  berujung pada TPA.  Hal 
pertama yang harus dilakukan untuk penanganan sampah yang 
masuk TPA adalah registrasi sampah masuk, dengan mencatat sedetil 
mungkin sampah yang masuk ke TPA, yaitu meliputi : nomor polisi 
kendaraan, waktu masuk, nama sopir, sumber sampah, volume 
sampah, berat truk penuh, berat truk kosong, waktu keluar, dan 
sebagainya. Registrasi sampah masuk ini dicatat secara sistematis 
sesuai dengan form yang telah disediakan untuk mencatat hal 
tersebut. 
Mobil sampah yang akan membuang di TPA setelah ditimbang 
langsung menuju tempat pembuangan yang telah ditentukan. Apabila 
pengawas lapangan menganggap bahwa lahan operasi masih sibuk, 
maka truk tersebut harus menunggu di tempat yang telah tersedia, 
seperti di pelataran parkir. Truk tersebut dilarang menuang sampah 
dimana saja (sembarangan) kecuali di tempat yang telah ditentukan 
oleh pengawas lapangan. Untuk pelaksanaan kebersihan dibutuhkan 
biaya operasional yang diambil dari retribusi kepada masyarakat. 
Di Kota Makassar sendiri seolah-olah terlihat hanya 
memindahkan sampah dari rumah-rumah warga ke TPA. Ini 
disebabkan karena sampah yang ada di TPA belum dapat dikelola 
dengan baik. Tidak adanya industri pengolahan sampah yang dimiliki 
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oleh pemerintah Kota untuk mengolah sampah baik organik maupun 
anorganik.  
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang 
bekerja di TPA dikatakan 
"Tak ada proses penghancuran melainkan hanya penumpukan 
saja, Selain itu, tak ada jalur memadai untuk kendaraan masuk 
membongkar sampah” (wawancara pada tanggal 29 april 2016) 
Hal ini mengakibatkan Peningkatan jumlah sampah di TPA akan 
terus bertambah setiap harinya sedangkan pengelolaan atau 
pemanfaatan sampah masih minim ditambah lagi memerlukan waktu 
untuk melaksanakan bongkar muat sampah yang di angkut ke TPA. 
Perlu adanya Teknologi Pengolah Sampah untuk tujuan sosial 
maupun komersial. Padahal sekitar 70% sampah di Makassar adalah 
sampah organik, yang potensial diolah menjadi pupuk kompos. 
Sedangkan sampah an-organik membutuhkan teknologi pendaur-
ulang untuk mengurangi volumenya. Para pemulung sebenarnya 
memerlukan mesin pencacah plastik untuk meningkatkan harga 
jualnya. 
Dalam upaya mengeluarkan potensi-potensi pendapatan 
daerah dalam hal ini retribusi kebersihan yang tujuannya antara lain 
untuk membantu pemerintah dalam hal ini pembiayaan 
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operasional/pengelolaan kebersihan yang ditangani secara optimal 
sehingga tidak menimbulkan masalah pada tuntutan perkembangan 
Kota dan peningkatan pendapatan daerah (PAD). Sehingga dukungan 
dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Menurut salah satu 
masyarakat kecamatan Tallo 
“Kalau tentang retribusi kami kurang tau biasanya kami 
memberikan sukarela berapa-berapa saja, sepengetahuan kami 
semua petugas kebersihan sudah digaji” (hasil wawancara 28 
April 2016)  
Pemberian retribusi oleh masyarakat dilakukan dengan 
sukarela. Hal ini dikarenakan Sosialisasi terkait retribusi belum merata 
sehingga belum pasti jumlah yang harus di bayarkan. Perwali ini masih 
tahap sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang 
berpartisipasi aktif dalam pembayaran retribusi sampah. 
Prinsip retribusi adalah kesetaraan antara hak dan kewajiban. 
Pemerintah menyediakan pelayanan dan karena itu, penerima layanan 
berkewajiban membayar jasa pemerintah. Retribusi merupakan aspek 
pembayaran yang cukup penting karena merupakan sumberdaya yang 
menggerakkan sistem pengelolaan sampah, maka retribusi hendaknya 
dipersiapkan dengan secara seksama dan mempunyai landasan yang 
kuat, agar masyarakat dapat menerima kenyataan bahwa untuk 
mendapatkan hidup yang sehat dan lingkungan yang bersih 
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dibutuhkan biaya. Apabila masyarakat sudah sadar Akan 
kewajibannya maka diharapkan adanya peningkatan kebersihan di 
Kota Makassar. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan membayar 
retribusi kebersihan merupakan salah satu komponen pokok dalam 
peningkatan kebersihan. 
Untuk mewujudkan kebersihan di Kota Makassar regulasi yang 
dikeluarkan dibarengi dengan sanksi bagi yang melanggar regulasi. 
Melalui Peraturan Daera Nomor 4 Tahun 2011 pada BAB XVII 
ketentuan pidana pasal 45  
Menjelaskan: 
Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa 
memiliki izin, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan larangan, diancam pidana kurungan paling lama 3 
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi 
yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan 
sampah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau 
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
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Dari sistem pengelolaan sampah untuk menunjang terwujudnya 
Kota Makassar yang bersih pada tahun 2015 Makassar berhasil 
meraih adipura kota metro. Tidak dapat dipungkiri masih ada yang 
perlu dibenahi kembali mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, 
mulai dari pembuatan regulasi sampai dengan implementasi. 
Pengaturan jam pembuangan sampah yang perlu dipatenkan menjadi 
satu waktu agar tidak mengganggu masyarakat yang beraktivitas di 
jam sibuk. Efektifitas pengangkutan serta sarana pendukung dalam 
meningkatkan kebersihan dan tempat pembuangan akhir yang masih 
menimbulkan bau ke pemukiman masyarakat serta sarana bongkar 
muat yang terdapat di TPA masi perlu dibenahi. 
4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kebersihan di 
Kota Makassar 
Permasalahan tentang kebersihan, hampir di setiap Kota besar 
yang ada di Indonesia mengalami hal yang Sama terkait pengelolaan 
kebersihan. Upaya pemerintah untuk menciptakan Kota yang bersih, 
asri, aman dan nyaman untuk ditempati menimbulkan visi yang 
menekankan aspek Kebersihan, keindahan dan kerapian Kota yang 
dikenal dengan istilah 3K. 
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Kondisi kebersihan yang dihadapi oleh pemerintah merupakan 
kondisi yang kompleks, karena banyaknya karakter atau perilaku 
masyarakat yang beragam. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih 
perlu penanganan khusus terhadap permasalahan sampah. Adanya 
sampah yang berserakan di tempat umum harus dibarengi dengan 
perilaku setiap orang dalam memperlakukan sampah sehingga mampu 
membuat Kota menjadi bersih. 
Setiap upaya untuk mencapai tujuan tentu menimbulkan 
kendala tertentu, begitu pula dalam Implementasi kebijakan 
kebersihan di Kota Makassar. Terdapat faktor-faktor yang cenderung 
mempengaruhi penerapan kebijakan kebersihan di Kota Makassar. 
4.4.1 Faktor Pendukung  
1. inovasi pengelolaan sampah  
Melalui visi misi walikota Makassar Program Gerakan Makassar 
Ta Tidak Rantasa memiliki tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat 
agar tidak rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan selalu hidup 
bersih. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah telah meluncurkan 
berbagai program yang terkait dengan kebersihan, seperti LISA, 
Mabasa, Mabelo, dan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa.  Keempat 
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program ini telah dilaksanakan oleh semua Kecamatan, Kelurahan dan 
RT/RW yang ada di Kota Makassar 
Pengumpulan sampah yang dilakukan Dinas pertamanan dan 
kebersihan tidak lagi sendiri melainkan dibantu oleh pihak kecamatan 
serta kelurahan. Pemanfaatan sarana motor fukuda untuk 
mengumpulkan sampah di pemukiman warga lebih efektif melihat 
kondisi wilayah kota Makassar yang banyak terdapat lorong-lorong.  
kehadiran Bank sampah di setiap lorong menambah antusias 
warga untuk menjaga lorong tetap bersih dan bebas dari sampah 
karena sampah mereka sekarang telah bernilai. Melalui program Bank 
sampah ini sampah bisa ditukar dengan beras, uang, gas, dan oli 
memudahkan masyarakat khususnya masyarakat kategori miskin. 
Pencairan dana memiliki jenjag waktu. Melihat bahwa pencairan 
per-3 bulan atau per-awal tahun atau per-hari raya bisa membuat 
nasabah atau masyarakat di sini menabung uang atau barang yang 
kemudian ditukarkan dengan sampah mereka, sehingga hasilnya lebih 
tampak. 
Bank sampah bisa mengurangi sampah yang diserahkan ke 
TPA. Selain dari itu, masyarakat menengah ke bawah atau kategori 
118 
 
miskin bisa memanfatkannya untuk mendapatkan penghasilan yang 
lebih. 
Adanya tempat pembuangan sampah Gendang Dua yang 
menjadi pengumpul sampah para pengguna jalan ikut menjadi inovasi 
untuk meningkatkan kebersihan di tempat umum. Kehadiran Bank 
sampah turut membantu pengumpulan sampah oleh masyarakat untuk 
meningkatkan pendapatan sehingga sampah tidak hanya menjadi 
barang sisa melainkan masih dapat berdampak ekonomis bagi 
masyarakat. 
Pada periode sebelumnya pengangkutan sampah dilakukan 
oleh Dinas pertamanan dan kebersihan, akan tetapi padan periode ini 
masalah pengangkutan sampah dilimpahkan langsung ke kecamatan 
agar saat terjadi masalah atau keluhan dari masyarakat dapat 
langsung dilaporkan ke kelurahan atau kecamatan, sehingga alur 
pelaporan dan penindak lanjutan dapat lebih cepat.  
Pengadaan mobil tangkasaki sebagai mobil pengangkut 
sampah yang memiliki kapasitas memadahi serta penutup di semua 
sisinya dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan di jalan 
dikarenakan sampah yang diangkut tertiup dan jatuh saat dibawa ke 
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TPA, serta Pemberlakuan surat edaran jam pengangkutan sampah 
pada malam hari turut membantu mengurangi kemacetan. 
Pembuangan sampah di TPA mengharuskan pihak pengelola 
melakukan inovasi salah satu inovasi yang dilakukan berupa Sanitary 
Landfill.  Pemusnahan sampah dengan metode Sanitary Landfill 
adalah membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang 
cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan 
tanah. Metode ini dapat menghilangkan polusi udara. 
2. Koordinasi dan komunikasi antar institusi 
Untuk mencapai tujuan yang Sama dari kebijakan perlu 
hubungan baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi 
dan koordinasi. Pola hubungan antara setiap elemen dan kerjasama 
antara tingkatan pemerintah merupakan hal yang penting untuk 
menunjang kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Pembagian tugas 
antara Dinas ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan dan kelurahan 
ke masyarakat dalam pengangkutan sampah memerlukan koordinasi 
dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan kebersihan di Kota 
Makassar.  
Komunikasi kebijakan merupakan bagian yang menjamin 
sekaligus penjabaran pelaksanaan kebijakan ke dalam praktek 
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sehingga antar aktor pelaksana dari level atas sampai para pelaksana 
dilapangkan termasuk anggota masyarakat yang menjadi obyek serta 
dapat memahami substansi dari kebijakan. Adanya komunikasi 
kebijakan secara efektif diharapkan dapat menjamin pelaksanaan 
kebijakan juga menjadi efektif. Dengan komunikasi yang baik Akan 
melahirkan pemahaman yang Sama antara para perumus kebijakan, 
pelaksana target kebijakan. 
Implementasi kebijakan kebersihan ini melibatkan beberapa 
unsur makro seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang 
masing-masing terdiri dari berbagai elemen dan sub elemen. Adanya 
pemahaman yang Sama sangat diperlukan untuk membangun 
komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal. 
Pada kegiatan pelaksanaan kebersihan di Kota Makassar dari 
sisi komunikasi antara Dinas, kecamatan, kelurahan dan petugas 
kebersihan di lapangan serta masyarakat saling berkoordinasi antar 
satu elemen dengan elemen yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh 
kepala bidang kebersihan kecamatan Makassar 
“Hubungan antara Dinas dan kecamatan terus bersinergi 
mengenai pelaksanaan kebersihan, Sama dengan kecamatan 
dan kelurahan, sedangkan kepada masyarakat terus 
melaksanakan sosialisasi terkait Makassar tidak rantasa,” (hasil 
wawancara 26 April 2016)  
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Pernyataan tersebut memperjelas adanya komunikasi yang 
dibangun antara elemen untuk bertanggung jawab atas pengelolaan 
kebersihan. Seperti pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 
pada Bab VI bagian ketiga, Lembaga pengelola sampah sebagaimana 
yang dimaksud melibatkan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, 
pemerintah kota dan bentukan BLUD persampahan setingkat unit 
kerja pada SKPD untuk mengelola sampah yang makin diperjelas di 
pasal 22. 
Makassar tidak rantasa diluncurkan dengan harapan terjadinya 
perubahan perilaku warga Kota Makassar untuk meningkatkan 
kebersihan disekitanya. Masyarakat yang menjadi elemen dalam 
kesuksesan gerakan Makassar tidak rantasa sudah seharusnya 
memiliki pemahaman sesuai dengan himbauan walikota Makassar, 
baik dari Dinas sampai dengan Rukun Warga (RW) dan Rukun 
tetangga (RT). 
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4.4.2 Faktor Penghambat Implementasi  
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, selain ditentukan oleh 
adanya faktor pendukung yang memadai, juga dipengaruhi oleh faktor-
faktor penghambat yang harus dan perlu diatasi untuk menjamin 
terlaksananya kebijakan kebersihan secara baik. Beberapa faktor 
penghambat implementasi kebijakan kebersihan di Kota Makassar, 
sekaligus menjadi kelemahan diantaranya sebagai berikut: 
1. Sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan 
suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan bagi 
masyarakat khususnya dalam pelayanan kebersihan, karena apabila 
kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak 
Akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. 
Itu sebabnya sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi 
salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan kebersihan. 
Secara umum Definisi sarana dan prasarana adalah alat 
penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam 
pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka 
semua kegiatan yang dilakukan tidak Akan dapat mencapai hasil yang 
diharapkan sesuai dengan rencan 
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Tabel 4.4 
Data penanganan sampah rata-rata perhari 
Laju Timbulan Sampah 100 % 700,00 Ton 
Tertangani 91,62% 641,34 Ton 
Terangkut 92,00% 590,03 Ton 
Tereduksi 8,00% 51,31 Ton 
Terangkut Dinas Pertamanan dan Kebersihan 45% 265,51 Ton 
Terangkut Kecamatan 55% 324,52 Ton 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2015 
Tabel 4.5 
Sarana Angkutan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Dump Truck  102 unit 
Arm Roll Truck 45 unit 
Kontainer 277 unit 
Gendang dua 1.750 unit 
Beckhoe loader (1995)  4 unit 
Wheel loader W70 (1984) 2 unit 
Wheel excavator (2006)   1 unit 
Buldozer D68 1 unit 
Buldozer D65 2 unit 
Buldozer D31 1 unit 
excavator pc200 2 unit 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2015 
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Tabel 4.6 
Jumlah Angkutan Sampah kecamatan di Makassar 
Dump Truck 23 Unit 
Tangkasaki 143 Unit 
Fukuda ± 600 Unit 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2015 
Dari data yang ada menunjukkan setiap harinya terdapat 
700,00 ton sampah yang dihasilkan dalam sehari dan hanya 91,62% 
yang tertangani sedangkan 8,48 belum bisa ditangani. Dari 91,62% 
sampah yang ditangani hanya 92 % yang terangkut dan 8 % yang 
mampu direduksi, hal ini menggambarkan sarana yang ada belum 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di kota Makassar, seperti 
Dalam sebuah kutipan di berita online : 
 “Kita sudah punya sekitar 600 Fukuda yang disebar di RW se 
Makassar. Tapi, jumlah itu masih kurang karena kita butuhkan 
1000 unit Fukuda agar pengangkutan sampah bisa maksimal,” 
ungkap Danny Pomanto (pojok Sulsel diakses di   
https://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/05/16/angkutan-sampah-
tak-maksimal-pemkot-makassar-kekurangan-armada-fukuda/ 
pada 25 Juni 2016) 
Pembagian armada setiap kecamatan yang berbeda-beda 
dilakukan sesuai sarana yang ada serta jumlah luas wilayah sehingga 
mampu mengurangi jumlah timbulan sampah dikecamatan, dari data 
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berikut ini bisa dilihat perbandingan Tempat pembuangan sampah 
terhadap jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2015. 
Tabel 4.7 
Data tentang sarana TPS di setiap Kecamatan 
 
NO 
 
Kecamatan 
 
Jumlah 
penduduk 
 (jiwa) 
 
Luas wilayah 
(Km2) 
TPS 
Jumlah unit Jumlah daya 
tampung 
1. Mariso  73.265 1,82 8 90,00 
2. Mamajang 75.236 2,25 17 153,00 
3. Tamalate 205.280 20,21 31 615,66 
4. Rappocini 177.094 9,23 21 258,72 
5. Makassar 98.880 2,52 12 162,00 
6. Ujung Pandang 42.701 2,63 9 90,00 
7. Wajo 45.151 1,99 9 72,00 
8. Bontoala 70.697 2,52 12 144,00 
9. Ujung Tanah 63.330 5,94 14 168,00 
10. Tallo 153.138 5,83 28 136,00 
11. Panakkukang 161.511 17,05 42 568,00 
12. Manggala 149.578 24,14 18 216,00 
13. Biringkanaya 211.199 48,22 40 402,00 
14. Tamalanrea 125.335 31,85 16 504,00 
 Jumlah 1.652.395 175,77 277 3.579,38 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
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Dari analisis penulis pembagian jumlah TPS melihat dari jumlah 
penduduk dan luas wilayah di satu kecamatan yang dimana setiap 
orang akan menimbulkan sampah pertambahan jumlah penduduk 
menjadi suatu pemicu meningkatnya jumlah sampah. Hasilnya Daya 
tampung TPS yang berjumlah 3.579,38 belum bisa menampung 
keseluruhan timbulan sampah yang dihasilkan 4.183,41. 
Fasilitas berupa kantong plastik dan tempat sampah telah 
diadakan pemerintah setempat atau lebih khusus pihak kecamatan. 
Disepanjang jalan utama Kota Makassar banyak ditemui tempat 
sampah yang disebut gendang dua. Gendang dua merupakan inovasi 
dari pemerintah untuk pejalan kaki atau pengendara sehingga 
mempermudah ketika ingin membuang sampah seperti pembungkus 
makanan atau pembungkus minuman supaya tidak membuang di 
jalan. 
Adanya gendang dua diharapkan menjadi solusi untuk 
mengatasi masalah sampah di jalan-jalan umum Makassar tetapi pada 
kenyataannya gendang dua yang hanya diwadahi oleh kantong plastik 
membuat jumlah muatannya terbatas. Wadah yang berupa kantong 
plastik sering kali ditemukan sobek akibat muatan yang berlebihan 
atau akibat hewan yang mencakar, sehingga sampah yang 
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dikumpulkan kembali berserakan di jalan. Menurut masyarakat 
kecamatan Makassar 
“Terkadang gendang dua tidak ada kantong plastiknya baru 
setiap hari harus diganti lagi, ada juga yang hilang besinya 
padahal kalau mau dimanfaatkan dengan baik ini merupakan 
hal yang bagus untuk mengurangi sampah di jalan-jalan” (hasil 
wawancara 30 April 2016)  
Pernyataan masyarakat ini menilai sebagai inovasi yang baik 
dari segi pengurangan sampah di jalan. Tetapi pemanfaatan dari 
inovasi tidak berjalan sesuai dengan semestinya bahkan berpotensi 
membuat Kota Makassar menjadi lebih kotor sehingga pengadaannya 
tidak efektif.  
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan kepala 
bagian kebersihan kecamatan Tallo dikatakan 
“Saya melihat pembagian sarana mobil tangkasaki sudah 
merata hampir di setiap kecamatan, tetapi dalam pelaksananya 
di lapangan kita kewalahan karena masih kurangnya armada 
pengangkutan di kecamatan ini ada 14 mobil belum cukup 
untuk menunjang pengangkutan persampahan hasil” 
(wawancara 28 April 2016) 
Dari pernyataan informan di atas pembagian sarana sudah ada. 
Dalam penerapan di lapangan belum mampu untuk mengangkut 
keseluruhan sampah yang dihasilkan.  
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2. Masyarakat  
Kebijakan kebersihan yang dalam implementasinya menjadikan 
masyarakat untuk ikut serta dalam mencapai tujuan bukan hanya 
menjadi sasaran kebijakan melainkan sebagai pelaku kebijakan. 
Perlunya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap 
kegiatan dan menjaga lingkungan sekitarnya 
Jumlah Masyarakat yang ada di Kota Makassar makin 
bertambah sejalan status Ibu Kota Provinsi Sulsel, banyaknya 
pendatang harus dibarengi dengan sosialisasi program kebersihan 
yang merata sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk 
peduli kebersihan.  
Pembagian wilayah antara masyarakat yang tinggal di pinggiran 
kota dengan di tengah kota terdapat perbedaan dalam perilaku 
membuang sampah, seperti yang dijelaskan informan di kelurahan 
buloa kecamatan Tallo  
“…disini tidak ada pengelolaan sampah, bahkan sampah 
langsung dibuang ke laut. kalau air naik sampah juga masuk ke 
rumah. Kalau air turun sampah juga turun. Ini sampah dari laut”  
Faktor lingkungan serta perilaku masyarakat sekitar menjadi 
point dalam meningkatkan kualitas penanganan sampah di Kota 
Makassar untuk meratakan pemahaman akan hidup bersih dan sehat. 
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Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan kepala 
bagian kebersihan kecamatan Makassar dikatakan 
“biasa ditemukan sampah yang berserakan di tempat umum, 
barusan dibersihkan ditinggal sedikit ada lagi sampah yang 
berserakan ini menjadi kendala untuk mewujudkan kebersihan” 
(wawancara 26 April 2016) 
Dari penjelasan informan perilaku masyarakat beragam 
terhadap sampah ada yang sudah paham ada juga yang belum paham 
dan masih buang sampah bukan pada tempatnya. Tugas pemerintah 
untuk sama-sama membangun kesadaran dalam kebersihan serta 
mengawasi pengelolaan kebersihan di pemukiman masyarakat bukan 
hanya di sekitar tempat Umum sehingga dipahami kebersihan bukan 
masalah individu melainkan masalah bersama. 
3. penegakan aturan  
Untuk mewujudkan kebersihan di Kota Makassar regulasi yang 
dikeluarkan dibarengi dengan sanksi bagi yang melanggar regulasi, 
melalui perda nomor 4 tahun 2011 pada Bab XVII. Pemberian sangsi 
terhadap oknum yang melanggar regulasi Akan menimbulkan efek 
jerah yang berdampak luas, Itu sebabnya pemberian sangsi yang 
kurang tegas menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan 
kebersihan. Seperti Dalam sebuah kutipan di berita online: 
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 “Akibat melanggar peraturan daerah (Perda) Kota Makassar 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Persampahan dan Kebersihan, ia 
semestinya bisa dikenai sanksi denda dengan jumlah maksimal 
sebesar Rp 50 juta. Namun, pihak Kelurahan Tamalanrea 
memilih menjatuhi sanksi sosial” (Liputan 6 diakses di   
http://regional.liputan6.com/read/2509543/begini-sanksi-sosial-
pembuang-sampah-sembarangan-di-makassar pada 25 Juni 
2016) 
Sanksi ini belum terlaksana karena dianggap bahwa 
masyarakat masih membutuhkan teguran bukan hukuman, 
masyarakat lebih baik diberi sangsi sosial dibanding sangsi denda. 
Belum meratanya proses sosialisasi Gerakan Lihat Sampah Ambil 
kepada masyarakat di Kota Makassar, sehingga masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan dan adanya 
sangsi tersebut. 
Penegakan sanksi ini dinilai belum maksimal. Selain alasannya 
karena sulitnya menangkap oknum yang buang sampah di 
sembarangan tempat, pemerintah juga memberikan hukuman tidak 
sesuai dengan Perda berupah denda maksimal Rp 50 juta atau 
kurungan 3 bulan penjara. Pemberian kebijakan yang demikian 
menurut penulis tidak dapat memberikan efek jera kepada masyarakat 
untuk mengubah perilaku yang sebelumnya terbiasa membuang 
sampah sembarangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan 
1. Kebijakan kebersihan yang dalam implementasinya 
menjadikan masyarakat untuk ikut serta dalam mencapai 
tujuan bukan hanya menjadi sasaran kebijakan 
melainkan sebagai pelaku kebijakan. Permasalahan 
sampah bukan hanya permasalahan pemerintah 
melainkan permasalahan secara umum dari setiap 
elemen. Pelaksanaan gerakan Makassar tidak rantasa 
memiliki tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat 
agar tidak rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan 
selalu hidup bersih. Pengumpulan sampah diambil 
langsung oleh kecamatan dan kelurahan yang tetap 
diawasi oleh Dinas, sistem pengumpulan Kota Makassar 
menggunakan pola tidak langsung (komunal) dan Pola 
langsung (individu). Pengangkutan yang dilakukan 
kecamatan bertugas mengambil sampah di jalan-jalan 
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poros sedangkan Pihak Dinas mengangkut Kontainer 
yang telah penuh untuk dibawa Ke TPA, setiap 
kecamatan memiliki jadwal yang berbeda-beda meskipun 
jadwal pengangkutan telah dikeluarkan lewat surat 
edaran Walikota Makassar. Tempat pembuangan akhir 
(TPA) bukan merupakan tempat penyimpanan sampah 
yang setiap harinya terus-menerus ditambah melainkan 
harus menjadi tempat yang mampu mengelola atau 
mengurangi jumlah sampah. 
2. Koordinasi dan komunikasi menjadi faktor pendukung 
dalam implementasi kebijakan dibarengi dengan inovasi 
dalam pengelolaan sampah, serta program kebersihan 
yang terus disosialisasikan ke masyarakat, sedangkan 
kebiasaan masyarakat membuang sampah 
sembarangan masih menjadi faktor penghambat, sarana 
dan prasarana yang kurang memadahi menimbulkan 
penumpukan sampah sehingga tidak semua sampah 
berhasil di tangani. pemberian sangsi yang tidak tegas 
tidak memberikan efek jerah terhadap masyarakat 
sehingga menghambat kebijakan kebersihan di Kota 
Makassar. 
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5.2 Saran  
1. Dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah masih perlu dipertegas dalam 
Penguatan Penegakan hukum/peraturan terhadap 
oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan 
agar memberikan efek jerah sekaligus mempertegas 
pentingnya kebersihan. 
2. Meningkatkan sosialisasi kebersihan di masyarakat, 
serta menggandeng organisasi-organisasi masyarakat 
untuk membantu melaksanakan dan mengawasi 
program-program kebersihan yang dikeluarkan 
pemerintah serta sosialisasi Pemanfaatan sampah dari 
sumber sampah sebelum ke TPA. 
3. Penambahan fasilitas kebersihan baik yang sifatnya 
umum serta khusus. Terutama pemanfaatan sampah di 
TPA agar tidak menjadi tempat sampah raksasa. 
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